
BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR   S2   TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang :     a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 83 ayat
(2)  huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor
13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dan   untuk   menunjang   kelancaran   pemeriksaan   dalam
rangka     menguji     kepatuhan     pemenuhan     kewajiban
perpajakan    daerah    serta    untuk    tujuan    lain    dalam
melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
perpajakan  daerah  perlu  mengatur  petunjuk  pelaksanaan
Pemeriksaan Pajak Daerah;

b.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;

Mengingat :       1.   Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun  1945;

2.   Undang-Undang     Nomor     35     Tahun     2007      tentang
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan
Barat  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007
Nomor     101,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 4751);

3.   Undang-Undang     Nomor      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2014   Nomor   244,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagalmana telah diubah
beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun   2023   tentang   Penetapan   Peraturan   Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang

¥befarana^
Cipta  Kerja  Menjadi   Undang-Undang   (Lembaran
Republik   Indonesia  Tahun   2023   Nomor   41,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

4.   Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan
Keuangan   antara   Pemerintah   Pusat   dan   Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);



5.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   35   Tahun   2023   tentang
Ketentuan   Umum   Pajak   Daerah   dan   Retribusi   Daerah
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2023  Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

6.   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun  2025 Nomor 73);

7.   Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor  13 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah  Kabupaten  Kubu  Raya  Tahun  2023   Nomor   13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor
104);

MEMUTUSRAN:

Menetapkan  : PERATURAN  BUPATI  TENTANG  TATA  CARA  PEMERIKSAAN
PAJAK DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.     Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2.     Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3.     Pejabat pajak yang selanjutnya disebut pejabat adalah Kepala organisasi

perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pemungutan Pajak.
4.     Pejabat   Pemeriksa   Pajak   Daerah   yang   selanjutnya   disebut   Pejabat

Pemeriksa   adalah    pejabat   fungsional    pengawas   keuangan    negara
dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan tugas dan ruang lingkup
kegiatan untuk melakukan pemeriksaan di bidang Pajak.

5.     Petugas   Pemeriksa   Pajak   Daerah  yang   selanjutnya   disebut   Petugas
Pemeriksa adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
yang ditunjuk oleh Bupati, diberi tugas, wewenang, tanggung I.awab, dan
memiliki kemampuan untuk melaksanakan Pemeriksaan.

6.     Pemeriksa  Pajak  Daerah  yang  selanjutnya  disebut  Pemeriksa  adalah
Pej abat Pemeriksa dan/ atau Petugas Pemeriksa di lingkungan Pemerintah
Daerah   yang   diberikan   tugas   dan   ruang   lingkup   kegiatan   untuk
melakukan pemeriksaan di bidang Pajak.

7.     Pajak  Daerah  yang  selanjutnya  disebut  Pajak  adalah  kontribusi  wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat
memaksa   berdasarkan   Undang-Undang,   dengan   tidak   mendapatkan
imbalan  secara langsung dan  digunakan untuk keperluan  Daerah  bagi
sebesar-besamya kemakmuran rakyat.

8.     Badan  adalah   sekumpulan  orang  dan/atau  modal  yang  merupakan
kesatuan,  baik yang rielakukan u-saha inaupun yang -tidalc melainkan Z7
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan t
Iainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, atau
Badan Usaha Milik Desa dengan nana dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi,  koperasi,  dana  pensiun,  persekutuan,  perkumpulan,  yayasan,



9.

kongsi,  koperasi,  dana  pensiun,  persekutuan,  perkumpulan,  yayasan,
organisasi   massa,   organisasi   sosial   politik,   atau   organisasi   lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak,
pemotong   pajak,   dan   pemungut   pajak  yang   mempunyai   hak   dan
kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan perpaj akan daerah.

10.   Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau  Badan yang bertanggung
jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan
memenuhi   kewajiban   Wajib   Pajak   menurut   ketentuan   peraturan
perundangundangan perpajakan daerah.

11.   Masa  Pajak  adalah jangka  waktu  1  (satu)  bulan  kalender  atau jangka
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3
(tiga)   bulan  kalender,  yang  menjadi  dasar  bagi  Wajib   Pajak  untuk
menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.

12.   Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,
kecuali  bila  Wajib  Pajak  menggunakan  tahun  buku  yang  tidak  sama
dengan tahun kalender.

13.   Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

14.   Utang Pajak adalah  pajak yang  masih  harus  dibayar termasuk  sanksi
administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam
surat  ketetapan  Pajak  atau  surat  sejenisnya  berdasarkan  ketentuan
peraturan perundang-undangan perpaj akan daerah.

15.   Tim  Pemeriksa  Pajak  Daerah  yang  selanjutnya  disebut  Tim  Pemeriksa
adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang diberi tugas, wewenang dan
tanggung j awab melaksanakan pemeriksaan Pajak Daerah.

16.   Supervisor adalah Pejabat struktural yang menangani pemeriksaan Pajak
Daerah.

17.   Tenaga Ahli  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  atau  Non  Pegawai  Negeri  Sipil
yang  memiliki  keahlian  di  bidang  perpajakan  atau  keahlian  dibidang
tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Badan untuk membantu pemeriksaan
Pajak Daerah.

18.   Pihak Ketiga adalah pihak yang memiliki keterangan atau bukti yang ada
hubungannya dengan tindakan Wajib Pajak, pekerjaan, kegiatan usaha,
antara lain bank,  akuntan publik,  notaris,  konsultan pajak,  konsultan
hukum, konsultan keuangan, pelanggan, pemasok, kantor administrasi,
atau pihak lainnya.

19.   Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah
serangkaian  kegiatan  menghimpun  dan  mengelola  data,  keterangan,
dan/atau   bukti  yang   dilaksanakan   secara   objektif  dan   profesional
berdasarkan   suatu  standar  pemeriksaan  untuk  mengu:ji  kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan dan retribusi daerah.2o.:;::gea¥ast::teLmagaT€e¥u::£gwp:,TbeE#Te¥Tagt£:]gr¥£anusd£:e#a::bT
Pajak dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa.

21.   Pemeriksaan   Kantor   adalah   pemeriksaan  yang  dilakukan   di   kantor
lnstansi  pelaksana  pemungut  Pajak  dan  retribusi  daerah  dan/atau
kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.



22.   Pemeriksaan Ulang adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib
Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan
sebelumnya untuk jenis pajak dan Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau
Tahun Pajak yang sama.

23.   Pemeriksaan Bukti Pemulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk
mendapatkan  bukti  permulaan  tentang  adanya  dugaan  terjadi  tindak
pidana di bidang perpajakan.

24.   Pemeriksaan   Bukti   Permulaan   Terbuka   adalah   Pemeriksaan   Bukti
Permulaan  yang  didahului  dengan  penyampaian  surat  pemberitahuan
Pemeriksaan  Bukti  Permulaan  kepada  orang  pribadi  atau  badan  yang
dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

25.   Pemeriksaan   Bukti   Perrnulaan   Tertutup   adalah   Pemeriksaan   Bukti
Permulaan    yang    dilakukan    tidak    dengan    surat    pemberitahuan
Pemeriksaan  Bukti  Permulaan  kepada  orang  pribadi  atau  badan yang
dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

26.   Penyidikan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  daerah  dan  retribusi
daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang   dengan   bukti   itu   membuat   terang   tindak   pidana   di   bidang
perpajakan daerah dan retribusi daerah yang teljadi serta menemukan
tersangkanya.

27.   Rencana  Pemeriksaan  (Attczjt  PZczn)  adalah  rencana  kelja  pemeriksaan
yang disusun oleh Supervisor berdasarkan identifikasi masalah atas data
Wajib Pajak yang telah ditelaah dan mendapat persetujuan dari Pejabat.

28.   Program Pemeriksaan (Aztczzc Progrczm) adalah program pemeriksaan yang
disusun  oleh  Supervisor  dengan  dibantu  oleh  Ketua  Tim  Pemeriksa
berdasarkan Rencana Pemeriksaan (Auc!Zt Pzart) yang memuat sekurang-
kurangnya  Metode   Pemeriksaan,   Teknik   Pemeriksaari   dan   Prosedur
Pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  Pemeriksa  dan  buku,  catatan  dan
dokumen yang diperlukan.

29.   Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Tanda
Pengenal Pemeriksa adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh    yang
merupakan  bukti  bahwa  orang yang  namanya  tercantum  pada  kartu
tanda pengenal tersebut sebagai Pemeriksa Pajak Daerah.

30.   Kuesioner   Pemeriksaan    adalah    formulir   yang   berisikan    sejumlah
pertanyaan   dan   penilaian   oleh   Wajib   Pajak   yang   terkait   dengan
pelaksanaan Pemeriksaan.

31.   Pembukuan  adalah  suatu  proses  pencatatan  yang  dilakukan  secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi
harta,  kewajiban,  modal,  penghasilan  dan  biaya  serta  jumlah  harga
perolehan  dan  penyerahan  barang  atau  jasa,   yang  ditutup  dengan
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk
periode Tahun Pajak tersebut.

32.   Dokumen adalah buku, catatan, dan/atau dokumen lain termasuk Data
Elektronik  serta  keterangan  lain  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan
Pemeriksaan.

33.   Surat Ketetapari Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajalfz}
yang temtang.

34.   Surat Ketetapan Pajak Daerah  Lebih  Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB   adalah   surat   ketetapan   pajak     yang   menentukan  jumlah
kelebihan  pembayaran  pajak  karena jumlah  kredit  pajak  lebih  besar
daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.



35.   Surat  Tagihan  Pajak  Daerah yang  selanjutnya  disingkat  STPD  adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa
bunga dan/atau denda.

36.   Surat  Pemberitahuan  Pajak Daerah yang  selanjutnya disingkat  SPTPD
adalah   surat  yang  oleh  Wajib   Pajak  digunakan  untuk  melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pal.ak, objek Pajak dan/atau bukan
objek  pajak,  dan/atau  harta  dan  kewajiban  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan perpaj akan daerah.

37.   Surat  Setoran  Pajak  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  SSPD  adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain
yang ditetapkan oleh Bupati.

38.   Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SP3D
adalah  surat  perintah  untuk  melakukan  pemeriksaan  dalam  rangka
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

39.   Surat  Pemanggilan  Dalam  Rangka  Pemeriksaan  Kantor  adalah  surat
panggilan  yang  disampaikan  kepada  Wajib  Pajak  untuk  menghadiri
Pemeriksaan   Kantor   dalam   rangka   menguji   kepatuhan   pemenuhan
kewajiban Paj ak dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.

40.   Surat pemberitahuan Hasil pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP
adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-
pos yang dikoreksi,  nilai koreksi,  dasar koreksi, perhitungan sementara
dari jumlah pokok paj ak terutang dan perhitungan sementara dari jumlah
pokok    Pajak    terutang    dan    perhitungan    sementara    dari    sanksi
administrasi.

41.   Pembahasan  Akhir  Hasil  Pemeriksaan  (CZosI.rig  CorL/e7ience)  yang  untuk
selanjutnya disebut PAHP adalah pembahasan  antara Wajib Pajak dan
Pemeriksa  atas  temuan  Pemeriksaan yang  hasilnya  dituangkan  dalam
Berita Acara PAHP yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi
koreksi  pokok  Pajak  terutang  baik yang  disetujui  maupun yang  tidak
disetujui dan perhitungan sanksi administrasi.

42.   Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati
dalam  rangka membahas  hasil  Pemeriksaan yang terbatas  pada dasar
hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa dan Wajib Pajak
dalaln PAHP guna menghasilkan Pemeriksaan yang berkualitas.

43.   Data konkret adalah data yang diperoleh atau dimiliki Pemerintah Daerah
yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban Pajak Wajib Pajak.

44.   Data   Elektronik   adalah   data  yang   dikelola   secara   elektronik,   yang
dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan
disimpan dalam media penyimpanan elektronik.

45.   Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat atau
ruangan tertentu  serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang
digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk
menyimpan dokumen dan benda-benda lain.

46.   Laporan   Hasil   Pemeriksaan  yang  selanjutnya  disingkat  LHP   adalah
laporan  yang  berisi  tentang  pelaksanaan  dan  hasil  pemeriksaan
disusun  oleh  pemeriksa  Pajak  Daerah  secara  ringkas  dan jelas
sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.

47.   Laporan Hasil Pemeriksaan  Sumir yang selanjutnya disebut LHP Sumir
adalah laporan tentang penghentian pemeriksaan tanpa adanya usulan
penerbitan surat ketetapan pajak.



48.   Kertas Kelja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan
secara rinci dan jelas yang dibuat oleh tim Pemeriksa mengenai prosedur
pemeriksaan  yang  ditempuh,  data,  keterangan,  dan/atau  bukti  yang
diperoleh,  pengujian  yang  dilakukan,  simpulan,  dan  hal-hal  lain yang
dianggap perlu yang berkaitan dengan pemeriksaan.

49.   Penetapan Pajak Secara Jabatan adalah tindakan pemeriksa pajak daerah
untuk melakukan perhitungan atas besamya pajak terutang berdasarkan
data yang ada atau keterangan lain yang diperoleh dalam pelaksanaan
pemeriksaan   dikarenakan   tidak   dipenuhinya   kelengkapan   dokumen
dan/atau adanya penolakan pelaksanaan pemeriksaan oleh wajib pajak.

50.   Analisis  Risiko  adalah  kegiatan yang  dilakukan  untuk  menilai  tingkat
ketidakpatuhan   Wajib   Pajak  yang   berisiko   menimbulkan   hilangnya
potensi penerimaan pajak.

BAB 11
KEWENANGAN DAN TUJUAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Kewenangan Pemeriksaan

Pasal 2

(1)    Bupati berwenang melakukan pemeriksaan pajak Daerah.
(2)    Pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  oleh

Pejabat yang ditunjuk.
(3)    Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupahan

kepala  perangkat  daerah yang memiliki tugas  dan  fungsi  pemungutan
Pajak.

Bagian Kedua
Tujuan Pemeriksaan

Pasal 3

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalaln Pasal 2 ayat ( 1) bertujuan untuk:
a.     menguji  kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah; dan
b.     tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB Ill
PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup, Kriteria, dan Jenis Pemeriksaan

Pasal 4

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban  i
perpajakan  dapat  meliputi  satu,  beberapa,  atau  seluruh jenis  pajak,  baik
untuk satu atau beberapa Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak
dalam tahun-tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.



Pasal 5

(1)    Pemeriksaan    untuk    menguji    kepatuhan     pemenuhan    kewajiban
perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dalam hal:
a.   Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atau kompensasi

kelebihan pembayaran Pajak;
b.   terdapat  keterangan  lain  berupa  Data  konkret  yang  menunjukkan

bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
c.   Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan

Analisis Risiko;
(2)    Analisis Risiko sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c dilaksanakan

dengan  mempertimbangkan  perilaku  dan  kepatuhan Wajib  Pajak yang
meliputi:
a.   kepatuhan penyampaian SPTPD; atau
b.   kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang; dan
c.   kepatuhan dalam membayar Utang Pajak Masa Pajak/Tahun Pajak

sebelumnya.

Pasal 6

(1)    Pemeriksaan     untuk    menguji     kepatuhan     pemenuhan     kewajiban
perpajakan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4,  dilakukan  dengan
jenis Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan Kantor.

(2)    Pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Pe].abat Pemeriksa
dengan memperhatikan ketersediaan Pejabat Pemeriksa pada Pemerintah
Daerah.

(3)    Dalam hal pejabat pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
tersedia  atau  jumlahnya  belum  mencukupi  kebutuhan  Pemeriksaan,
Bupati   dapat  menugaskan  Petugas   Pemeriksa  untuk  melaksanakan
Pemeriksaan.

(4)    Dalam   hal   diperlukan,   Bupati   dapat   menunjuk   tenaga  ahli  untuk
membantu proses Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa
dan/atau Petugas Pemeriksa berdasarkan surat tugas yang diterbitkan
oleh Bupati.

Bagian Kedua
Standar Pemeriksaan

Pasal 7

(1)    Pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban
harus dilaksanakan sesual dengan standar pemeriksaan.

(2)    Standar  Pemeriksaan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  digunakan?
sebagai ukuran mutu pemeriksaan yang merupakan  capaian minimum   +
yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan.

(3)    Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a.   standar umum pemeriksaan;
b.   standar pelaksanaan pemeriksaan; dan
c.   standar pelaporan hasil pemeriksaan.



Pasal 8

(1)    Standar umum pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3)  huruf  a,  merupakan  standar  yang  bersifat  pribadi  dan  berkaitan
dengan  persyaratan  Pemeriksa yang  berlaku  untuk  Pejabat  Pemeriksa
dan/ atau Petugas Pemeriksa.

(2)    Persyaratan untuk Pejabat Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai jabatan fungsional di bidang keuangan negara.

(3)    Persyaratan untuk Petugas Pemeriksa sebagainana dimaksud pada ayat
( 1) meliputi:
a.   minimal lulusan Diploma I dengan pangkat minimal Pengatur Muda

(II/a)  atau minimal lulusan SMA dengan pangkat minimal Pengatur
Muda Tingkat I (II/b);

b.   telah  mengikuti  dan  lulus  pendidikan  dan/atau  pelatihan  teknis
terkait Pemeriksaan;

c.   memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan;
d.   cermat dan saksama dalaln menggunakan keterampilannya sebagai

Pemeriksa;
e.   jujur  dan  bersih  dari  tindakan-tindakan  tercela  serta  senantiasa

mengutamakan kepentingan negara;
f.    taat   terhadap berbagai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan

di bidang perpajakan; dan
9.   telah   mengikuti   dan   lulus   sertifikasi   Pemeriksa   sesuai   dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)    Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufc sampai dengan

huruf f ditentukan berdasarkan penilaian Bupati.
(5)    Pemenuhan  sertifikasi  Pemeriksa  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)

huruf g dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
Paj ak harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), yaitu:
a.     pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik

sesuai dengan tu].uar Pemeriksaan, yang paling sedikit memuat.
1.   kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, dengan

ketentuan:
a)   mempelajari profil wajib pajak;
b)   menganalisis data keuangan Wajib Pajak; dan
c)   mempelajari data lain yang relevan,  baik dari  perangkat daerah

yang   melaksanakan   urusan   di   Bidang   Pendapatan   Daerah
maupun dari Pihak Ketiga;

2.   menyusun Rencana Pemeriksaan dengan ketentuan:
a)   Rencana Pemeriksaan disusun oleh Supervisor;
b)   Rencana Pemeriksaan disusun berdasarkan identifikasi masalaht?

yang  dilakukan  Supervisor  atas  data  Wajib  Pajak  yang  telah
dikumpulkan dan dipelajari atau adanya kebijakan Kepala Badan;

c)   Rencana Pemeriksaan harus ditelaah dan mendapat persetujuan
dari  Kepala  Badan  atau  Pejabat  yang  ditunjuk  sebelum  SP3D
diterbitkan;



d)   Rencana Pemeriksaan dapat dilakukan perubahan jika Pemeriksa
menemukan kondisi yang berbeda saat melakukan Pemeriksaan
terhadap   Wajib   Pajak   dengan   kondisi   awal   yang   dijadikan
pertimbangan saat membuat Rencana Pemeriksaan;

e)   Perubahan  Rencana  Pemeriksaan  dapat  disetujui  atau  ditolak
berdasarkan   pertimbangan   Kepala   Badan   atau   Pejabat  yang
ditunjuk; dan

0    Perubahan  Rencana  Pemeriksaan  harus  memperhatikan jangka
waktu Pemeriksaan;

3.   menyusun Program Pemeriksaan dengan ketentuan:
a)   Program Pemeriksaan disusun oleh Supervisor dan dibantu oleh

Ketua Tim berdasarkan Rencana Pemeriksaan;
b)   Program    Pemeriksaan    paling    sedikit    menyatakan    Metode

Pemeriksaan,   Teknik  Pemeriksaan  dan   Prosedur  Pemeriksaan
yang dilakukan oleh Pemeriksa dan buku, catatan dan dokumen
yang diperlukan;

c)   Dalam  hal  terdapat  perubahan  Rencana  Pemeriksaan  berupa
penambahan   pos   yang   akan   diperiksa,   maka   hams   dibuat
perubahan Program Pemeriksaan;

d)   Kepala   Badan   atau   Pejabat   yang   ditunjuk   menandatangani
Program    Pemeriksaan    untuk    mengetahui    apakah    Program
Pemeriksaan  yang  dibuat   sesuai  dengan   pos-pos  yang  akan
diperiksa  sebagalmana  tercantum  dalaln  Rencana  Pemeriksaan
dan perubahannya; dan

e)   Program     Pemeriksaan     harus     memuat     rencana     Program
Pemeriksaan realisasi Program Pemeriksaan;

4.   mendapat pengawasan yang seksama.
b.     Pemeriksaan  dilaksanakan  dengan  melakukan  pengujian  berdasarkan

metode  dan  teknik  Pemeriksaan  sesuai  dengan  Program  Pemeriksaan
yang telah disusun;

c.     Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang
cukup   dan   berdasarkan   ketentuan   peraturan   perundang-undangan
perpajakan;

d.     Pemeriksaan  dilakukan  oleh   suatu  tim  Pemeriksa  yang  terdiri  dari

e.

seorang Supervisor, seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota tim
dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota
tim, yang ditetapkan dalaln SP3D atau perubahannya;
Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat dibantu oleh
1  (satu)  orang  atau  lebih  yang  memiliki  keahlian  tertentu,  baik  yang
berasal dari Pemerintah Daerah maupun yang berasal dari instansi di luar
Pemerintah  Daerah  sebagai  tenaga  ahli  seperti  dalam  bidang  bahasa,
teknologi  informasi,  dan/atau  hukum  yang  diutamakan  berasal  dari
Pemerintah Daerah;-_---_-_--_--_ -----,
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perlu oleh Pemeriksa;

9.     Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat
dilanjutkan di luar jam keq.a; dan

h.     Pelaksanaan pemeriksaari didokumentasikan dalam bentuk KKP.



Pasal 10

(1)    KKP sebagalmana dimaksud dalaln Pasal 9 huruf h berfungsi sebagal:
a.   bukti   bahwa   Pemeriksaan   telah   dilaksanakan   sesuai   standar

pelaksanaan Pemeriksaan;
b.   bahan dalam melakukan PAHP dengan Wajib Pajak mengenai temuan

Pemeriksaan;
c.   dasar pembuatan LHP;
d.   sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding

yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
e.   referensi untuk pemeriksaan berikutnya.

(2)    KKp harus memberikan gambar mengenal:
a.   prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan;
b.   data, keterangan dan/atau bukti yang diperoleh;
c.   pengujian yang telah dilakukan; dan
d.   simpulan  dan  hal  lain yang dianggap  perlu yang berkaitan  dengan

Pemeriksaan.
(3)    KKp hams ditelaah supervisor untuk meyakini bahwa:

a.   pemeriksaan  telah  dilakukan  sesuai  dengan  Rencana  Pemeriksaan
dan perubahannya; dan

b.   pemilihan   Metode   Pemeriksaan,   Teknik   Pemeriksaan,    Prosedur
Pemeriksaan,  penghitungan  matematis  koreksi,  dan  dasar  hukum
koreksi   telah   dilakukan   sesuai   dengan   ketentuan   perundang-
undangan bidang perpajakan.

(4)    KKp harus diparaf oleh pembuat dan supervisor.

Pasal  1 1

(1)    Kegiatan   Pemeriksaan   dituangkan   dalam   LHP  yang   disusun   sesuai
standar pelaporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (3).

(2)    Standar pelaporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1 ) , yaitu:
a.   LHp disusun secara ringkas dan jelas yang menggambarkan informasi
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tentang  ada  atau  tidak  adanya  penyimpangan  terhadap  peraturan
perundang-undangan perpajakan, dan pengungkapan informasi lain
yang terkait dengan Pemeriksaan.

b.  LHP minimal memuat:
1.   penugasan pemeriksaan;
2.   identitas wajib pajak;
3.   pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
4.   pemenuhan kewajiban perpajakan;
5.   data/infomasi yang tersedia;
6.   Dokumen yang dipinjam;
7.   materi yang diperiksa;
8.   uraian hasil pemeriksaan;
9.   ikhtisar hasil pemeriksaan;
10. penghitungan pajak terutang; dan
11. simpulan dan usul Pemeriksa.



Bagian Ketiga
Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa

Pasal 12

Dalam   melakukan   Pemeriksaan   untuk   menguji   kepatuhan   pemenuhan
kewajiban Pajak, Pemeriksa wajib:
a.     menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  Pemeriksaan  Lapangan  kepada

Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan
Lapangan  atau  Surat  Panggilan  Dalam  Rangka  Pemeriksaan  Kantor
dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;

b.     memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan sp3D kepada wajib pajak
pada saat melakukan Pemeriksaan;

c.     memperlihatkan sp3D perubahan kepada wajib pajak apabila susunan
keanggotaan tim Pemeriksa mengalami perubahan;

d.     melakukan  pertemuan  dengan Wajib  Pajak dalam  rangka  memberikan
penjelasan mengenai:
1.   alasan dan tujuan pemeriksaan;
2.   hak  dan  kewajiban  Wajib  Pajak  selama  dan  setelah  pelaksanaan

Pemeriksaan;
3.   hak    Wajib    Pajak    mengajukan    permohonan    untuk    dilakukan

pembahasan dengan Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan dalam hal
terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi
yang belum  disepakati  antara  Pemeriksa dengan  Wajib  Pajak pada
saat PAHP, kecuali untuk Pemeriksaan atas keterangan lain berupa
Data Konkret; dan

4.   kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan Dokumen,
yang dipinjam dari Wajib Pajak;

e.     menuangkan  penjelasan  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  d  dalaln
berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;

f.      menyampaikan spHp kepada wajib pajak;
9.     memberihan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka PAHP

pada waktu yang telah ditentukan;
h.     menyampaikan Kuesioner pemeriksaan kepada wajib pajak;
i.      melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

Pajaknya  dengan  menyampaikan  saran  secara  tertulis  sesual  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

j.      mengembalikan Dokumen yang dipinjam dari wajib pajak; dan
k.     merahasiakan  segala  sesuatu  yang  diketahui  atau  diberitahukan  oleh

Wajib Pajak kepada Pemeriksa dalam rangka pemeriksaan kepada pihak
lain yang tidak berhak.

Pasal 13

(1)    Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban   Pajak   dengan   jenis   Pemeriksaan   Lapangan,    Pemeriksa
berwenang:
a.Feen=:::ts=d#:tadTp=reo=e:jaFe::tim::=#=tbauun:Ee:e;ganangt7'

terutang Pajak;
b.   mengakses,  menyalin,  dan/atau  mengunduh  Data  Elektronik yang

berhubungan  dengan  pendapatan  usaha  yang  diperoleh,  kegiatan
usaha dan/atau objek yang terutang Pajak;



c.   memasuki  dan  memeriksa  tempat  atau  ruang,   barang  bergerak
dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan
untuk  menyimpan  Dokumen,  uang,  dan/atau  barang  yang  dapat
memberi  petunjuk  tentang  pendapatan  yang  diperoleh,   kegiatan
usaha, dan/atau objek yang terutang Pajak;

d.   meminta   kepada   Wajib   Pajak   untuk   memberi   bantuan   guna
kelancaran Pemeriksaan, meliputi:
1.   menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wa].ib Pajak

apabila dalam mengakses Data Elektronik memerlukan peralatan
dan/ atau keahlian khusus;

2.   memberikan bantuan kepada Pemeriksa untuk membuka barang
bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau

3.   menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan
Lapangan  dalam  hal  Pemeriksaan  dilakukan  di  tempat  Wajib
Pajak;

e.   melakukan  Penyegelan  tempat  atau  ruang  tertentu  serta  barang
bergerak dan/atau tidak bergerak;

f.    meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
9.   meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak;

dan
h.   meminta  keterangan  dan/atau  bukti  yang  diperlukan  dari  Pihak

Ketiga   yang   mempunyal   hubungan   dengan   Wajib   Pajak   yang
diperiksa.

(2)    Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban Pajak dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa berwenang:
a.   memanggil  Wajib   Pajak  untuk  datang  ke   kantor  di   lingkungan

Pemerintah  Daerah  dengan  menggunakan  Surat  Panggilan  Dalam
Rangka Pemeriksaan Kantor;

b.   memeriksa dan/atau meminjam Dokumen yang berhubungan dengan
pendapatan  yang  diperoleh,  kegiatan  usaha,  dan/atau  objek  yang
terutang Pajak;

c.   meminta   kepada   Wajib   Pajak   untuk   memberi   bantuan   guna
kelancaran Pemeriksaan;

d.   meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
e.   meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak;

dan
f.    meminta  keterangan  dan/atau  bukti  yang  diperlukan  dari  Pihak

Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wa].ib Pajak yang diperiksa
melalui Pejabat.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 14

Dalam  pelaksanaan  Pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan
kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak:
a.     meminta   kepada   Pemeriksa  untuk

Pemeriksa dan SP3D;
memperlihatkan  tanda  pengenalr?.

A
b.     meminta  kepada  Pemeriksa  untuk  memberikan  Surat  Pemberitahuan

Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis
Pemeriksaan Lapangari ;



c.     meminta  kepada  Pemeriksa  untuk  memperlihatkan  SP3D  perubahan
apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa mengalami perubahan;

d.     meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan
dan tujuan Pemeriksaan;

e.      menerima SPHP;
f.      menghadiri PAHP pada waktu yang telah ditentukan;
9.     mengajukan   permohonan   untuk   dilakukan   pembahasan   oleh   tim

Penjaminan   Mutu   Pemeriksaan,   dalam   hal   masih   terdapat   hasil
Pemeriksaan  yang  terbatas  pada  dasar  hukum  koreksi  yang  belum
disepakati antara Pemeriksa dengan Wajib Pajak pada saat PAHP, kecuali
untuk Pemeriksaan atas keterangan lain berupa Data Konkret; dan

h.     memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh
Pemeriksa melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 15

( 1)    Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk mengiiji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak
wajib:
a.   memperlihatkan  dan/atau  meminjamkan  Dokumen  yang  menjadi

yang  berhubungan  dengan  pendapatan  yang  diperoleh,   kegiatan
usaha, dan/atau objek yang terutang Pajak;

b.   memberikan   kesempatan   kepada   Pemeriksa   untuk   mengakses,
menyalin,  dan/atau  mengunduh  Data Eletronik yang berhubungan
dengan kegiatan usaha dan/atau objek yang terutang Pajak;

c.   memberikan  kesempatan  kepada  Pemeriksa  untuk  memasuki  dan
memeriksa  tempat  atau  ruang,  barang  bergerak  dan/atau  tidak
bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen
lain,  uang dan/atau  barang yang dapat memberi  petunjuk tentang
pendapatan  yang  diperoleh,  kegiatan  usaha,  dan/atau  objek  yang
terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa;

d.   memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, yang dapat berupa:
1.   menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak

apabila dalam mengakses Data Elektronik memerlukan peralatan
dan/atau keahlian khusus;

2.   memberikan bantuan kepada Pemeriksa untuk membuka barang
bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau

3.   menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan
Lapangan  dalam  hal  Pemeriksaan  dilakukan  di  tempat  Wajib
Pajak;

e.   menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; dan
f.    memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

(2)    Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban  perpajakan  dengan jenis  Pemeriksaan  Kantor,  Wajib  Pajak
wajib:
a.   memenuhi panggilan untuk menghadiri Pemeriksaan sesuai

waktu yang ditentukan;
b.   memperlihatkan  dan/atau  meminjamkan  dokumen  yang  menjadi

yang  berhubungan  dengan  pendapatan  yang  diperoleh,   kegiatan
usaha atau objek yang terutang;

c.   memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
d.   menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP;



e.   meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntan publik; dan
f.    memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal  16

(1)    Pemeriksaan     untuk     mengiiji     kepatuhan     pemenuhan     kewajiban
perpajakan dilakukan dalaln jangka waktu Pemeriksaan terdiri atas:
a.   I.angka waktu pengujian; dan
b.   jangka waktu PAIIP dan pelaporan.

(2)    Dalarn hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan,
jangka waktu pengujian  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf a
paling   lalna   3   (tiga)   bulan,   terhitung   sejak   Surat   Pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa,
pegawal atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Paj ak sampai
dengan  tanggal  SPHP  disampaikan  kepada  Wajib  Pajak,  wakil,  kuasa,
pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

(3)    Dalam  hal  Pemeriksaan  dilakukan  dengan jenis  Pemeriksaan  Kantor,
jangka waktu  pengujian  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf a
paling lama  3  (tiga)  bulan,  terhitung  sejak tanggal Wajib  Pajak,  wakil,
kuasa dari Wajib Pajak, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa
dari  Wajib  Pajak  datang  memenuhi  Surat  Panggilan  Dalam  Rangka
Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada
Wajib  Pajak,  wakil,  kuasa,  pegawai  atau  anggota  keluarga  yang  telah
dewasa dari Wajib Pajak.

(4)    Jangka waktu PAHP dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
huruf b paling lama 1 (satu) bulan kalender, yang dihitung sejak tanggal
SPHP  disampaikan  kepada  Wajib  Pajak,  wakil,  kuasa,  pegawai  atau
anggota  keluarga yang  telah  dewasa  dari  Wajib  Pajak  sampai  dengan
tanggal LHP.

Pasal 17

( 1)    Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal  16 ayat (2) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan kalender.

(2)    Perpanjangan    jangka     waktu     pengujian     Pemeriksaan     Lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam hal:
a.   Pemeriksaan Lapangan diperluas ke Masa Pajak, bagian Tahun Pajak

atau Tahun Pajak lainnya;
b.   terdapat  konfirmasi  atau  permintaan  data  dan/atau  keterangan

kepada Pihak Ketiga;
c.   ruang lingkup Pemeriksaan Lapangan meliputi seluruh jenis Pajak;

dan/atau
d.   berdasarkan pertimbangan Pejabat.

Pasal 18

(1)    Jangka  waktu  penguji
dalam Pasal  16  ayat  (3) Pa
lama 1 (satu) bulan kalender.



(2)    Perpanjangan jangka waktu pengujian pemeriksaan Kantor sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam hal:
a.   Pemeriksaan  Kantor diperluas  ke  Masa  Pajak,  bagian Tahun  Pajak

atau Tahun Pajak lainnya;
b.   terdapat  konfirmasi   atau   permintaan   data  dan/atau   keterangan

kepada Pihak Ketiga;
c.   ruang  lingkup  Pemeriksaan  Kantor  meliputi  seluruh  jenis  pajak;

dan/atau
d.   berdasarkan pertimbangan pejabat.

Pasal 19

(1)    Dalam hal dilakukan pelpanjangan jangka waktu pengujian pemeriksaan
Lapangan   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal    17   ayat   (1)   atau
Pemeriksaan  Kantor  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  18  ayat  (1),
Pejabat   harus   menyampalkan   pemberitahuan   perpanjangan  jangka
waktu pengujian dimaksud secara tertulis kepada Wajib Pajak.

(2)    Dalam    hal    jangka    waktu    perpanjangan    pengujian    pemeriksaan
sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   telah   berakhir,   SPHP   harus
disampalkan kepada Wajib Pajak.

Pasal 20

(1)    Dalaln  hal  Pemeriksaan  dilakukan  karena  Wajib  Pajak  mengajukan
permohonan   pengembalian   atau   kompensasi   kelebihan   pembayaran
Pajak, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan
Pasal 18 harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan
pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak.

Bagian Keenan
Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah

dan Surat Perubahan Tim Pemeriksa

Pasal 2 1

(1)    Pemeriksaan    untuk    menguji    kepatuhan    pemenuhan    kewajiban
perpajakan dilakukan oleh Pemeriksa yang tergabung dalam suatu tim
Pemeriksa berdasarkan SP3D.

(2)    SP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diterbitkan untuk satu atau
beberapa Masa Pajak dalarn suatu bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak
yang  sama  atau  untuk  satu  bagian  Tahun  Pajak  atau  Tahun  Pajak
terhadap satu Wajib Pajak.

(3)    Dalam hal susunan tim Pemeriksa diubah,  Pejabat harus menerbitkan
perubahan SP3D.

Bagian Ketujuh
Pemberitahuan dan Panggilan Pemeriksaan, dan

Pertemuan dengan Wajib Pajak

Pasal 22

(1)    Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
Pajak dilakukan  dengan jenis  Pemeriksaan  Lapangan,  Pemeriksa wajib
memberitahukan     kepada     Wajib     Pajak     mengenai     dilakukannya



Pemeriksaan  Lapangan  dengan  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan.

(2)    Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
Pajak  dilakukan  dengan  jenis  Pemeriksaan  Kantor,  Pemeriksa  wajib
memberitahukan     kepada     Wajib     Pajak     mengenai     dilakukannya
Pemeriksaan  Kantor  dengan   menyampaikan   Surat  Panggilan  Dalam
Rangka Pemeriksaan Kantor.

(3)    Surat  Pemberitahuan  Pemeriksaan  Lapangan  sebagalmana  dimaksud
pada ayat  (1)  atau  Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diterbitkan  untuk  Masa  Pajak,
bagian Tahun Pajak,  atau Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam
SP3D.

Pasal 23

(1)    Surat  Pemberitahuan  Pemeriksaan  Lapangan  sebagainana  dimaksud
dalam Pasal 22 ayat ( 1) dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib
Pajak pada  saat  dimulainya  Pemeriksaan  Lapangan  atau  disampajkan
melalui pos atau jasa pengiriman lalnnya dengan bukti pengiriman.

(2)    Dalam  hal  Surat  Pemberitahuan  Pemeriksaan  Lapangan  disanpaikan
secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dan Wajib Pajak
tidak  berada  di  tempat,  Surat  Pemberitahuan  Pemeriksaan  Lapangan
dapat disampaikan kepadar
a.   wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau
b.   pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu:

1.   pegawal dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa dapat mewakili
Wajib  Pajak,  dalaln  hal  Pemeriksaan  dilakukan  terhadap  Wajib
Pajak Badan;

2.   anggota  keluarga  yang  telah   dewasa   dari  Wajib   Pajak  yang
menurut   Pemeriksa   dapat   mewakili   Wajib   Pajak,   dalam   hal
Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi; atau

3.   pihak selain sebagaimana dimaksud pada angka  1  dan angka 2
yang dapat mewakili Wajib Pajak.

(3)    Dalam  hal  wakil  atau  kuasa  dari Wajib  Pajak  atau  pihak yang  dapat
mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
ditemui,   Surat   Pemberitahuan   Pemeriksaan   Lapangan   disampaikan
melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lairmya
dengan   bukti   pengiriman   dan   surat   pemberitahuan   Pemeriksaan
Lapangan dianggap telah disampaikan dan Pemeriksaan Lapangan telah
dimulai.

(4)    Surat   Panggilan   Dalam   Rangka   Pemeriksaan   Kantor   sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  22  ayat  (2)  disampaikan  melalui pos  atau jasa
pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

Pasal 24
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12 ayat (1) huruf d.
(2)    Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) juga dapat dilakukan

dengan wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.



(3)    Dalam hal Pemeriksaan dilarfukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan,
pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan
setelah  Pemeriksa  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  Pemeriksaan
Lapangan.

(4)    Dalam  hal  Pemeriksaan  dilakukan  dengan  jenis  Pemeriksaan  Kantor,
pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) atau ayat (2) dilakukan
pada  saat  Wajib  Pajak,  wakil,  atau  kuasa  dari  Wajib  Pajak  datang
memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

(5)    Setelah melakukan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau
ayat  (2),  Pemeriksa wajib membuat berita acara hasil pertemuan, yang
ditandatangani oleh Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib Pajak.

(6)    Dalam  hal  Wajib  Pajak,  wakil,  atau  kuasa  dari  Wajib  Pajak  menolak
menandatangani  berita  acara  hasil  pertemuan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (5), Pemeriksa membuat catatan mengenal penolakan tersebut
pada berita acara hasil pertemuan.

(7)    Dalaln hal pemeriksa telah menandatangani berita acara hasil pertemuan
dan  membuat  catatan  mengenai  penolakan  penandatanganan  berita
acara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (6),  pertemuan  sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) atau ayat (2) dianggap telah dilaksanakan.

Bagian Kedelapan
Peminjaman Dokumen

Pasal 25

(1)    Pemeriksa dapat melakukan peminjaman dokumen kepada Wajib Pajak
dalam rangka Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan Kantor.

(2)    Ruang   lingkup   peminjalnan   Dokumen    meliputi   peminjaman   dan
pengembalian Dokumen.

(3)    Dalarn hal pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan Kantor,
daftar  dokumen  yang  diperlukan  untuk  dipinjam  Pemeriksa,   harus
dilampirkan pada Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

(4)    Tata cara mengenai peminjaman Dokumen sebagainana dimaksud pada
ayat (1) diatur oleh Bupati.

Bagian Kesembilan
Penyegelan

Pasal 26

(1)    Pemeriksa  berwenang  melakukan  Penyegelan  untuk  memperoleh  atau
mengamankan Dokumen dan benda lain yang dapat memberi petunjuk
tentang kegiatan usaha Wajib Pajak agar tidak dipindahkan, dihilangkan,
dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar atau dipalsukan.

(2)    Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pada
saat pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan :
a.   Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak

memberi  kesempatan  kepada  Pemeriksa  untuk  memasuki  tempat fa'
atau   ruang   serta   memeriksa   barang   bergerak   dan/atau   tidak
bergerak,    yang    diduga   atau    patut    diduga   digunakan   untuk
menyimpan    Dokumen,    termasuk    hasil    pengolahan    data   dari
pembuharan  yang  dikelola  secara  elektronik  atau  secara  program



aplikasi   dalam  jaringan  yang  dapat   memberi   petunjuk   tentang
kegiatan usaha Wajib Pajak;

b.   Wajib  Pajak,  wakil,  atau  kuasa dari Wajib  Pajak menolak memberi
bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain berupa tidak
memberi   kesempatan   kepada   Pemeriksa  untuk   mengakses   data
Elektronik atau membuka barang bergerak dan/ atau tidak bergerak;

c.   Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak
berada di tempat dan tidak a.da pegawai atau anggota keluarga yang
telah dewasa dari Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk
bertindak   selaku   pihak   yang   mewahili   Waj.ib   Pajak,    sehingga
diperlukan  upaya  pengamanan  Pemeriksaan  sebelum  Pemeriksaan
ditunda; atau

d.   Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tidak berada di tempat
dan  pegawai  atau  anggota  keluarga  yang  telah  dewasa  dari  Wajib
Pajak yang  mempunyai  kewenangan  untuk bertindak selaku  pihak
yang   mewakili   Wajib   Pajak   menolak   memberi   bantuan   guna
kelancaran Pemeriksaan.

Pasal 27

(1)    Penyegelan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  26  ayat  (1)  dilarfukan
dengan menggunakan tanda segel.

(2)    Penyegelan  dilakukan  oleh  Pemeriksa  paling  sedikit  disaksikan  oleh
2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota Tim Pemeriksa.

(3)    Dalam  melakukan  Penyegelan,  Pemeriksa  wa].ib  membuat  berita  acara
Penyegelan.

(4)    Berita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dan
ditandatangani  oleh  Pemeriksa  dan  2  (dua)  orang  saksi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(5)    Berita acara Penyegelan  sebagaimana dimaksud pada ayat  (3)  dibuat 2
(dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil,
kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak
yang diperiksa.

(6)    Dalaln   hal   saksi   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)   menolak
menandatangani  berita acara  Penyegelan  sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Pemeriksa membuat catatan tentang penolakan tersebut dala]Ii
berita acara Penyegelan.

(7)    Dalam melaksanakan penyegelan, Pemeriksa dapat berkoordinasi dengan
Kepolisian   Negara  Republik  Indonesia   dan/atau   Pemerintah   Daerah
setempat.

(8)    Wajib  Pajak  dilarang  merusak,  mencabut,  atau  menghilangkan  segel,
mengakses,  mengubah,  atau  menghapus  Dokumen  yang  ditempatkan
pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak
bergerak termasuk media penyimpanan data yang disegel.

Pasal 28

(1)    Pembukaan segel dilakukan dalam hal:
a.   Wajib  Pajak,  wakil,  kuasa,  atau  pihak yang  dapat  mewakili  Wajibc`

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b telah t
memberi  izin  kepada  Pemeriksa  untuk  membuka  atau  memasuki
tempat  atau  ruangan,  barang  bergerak  atau  tidak  bergerak  yang
disegel,    dan/atau    telah    memberi    bantuan    guna    kelancaran
Pemeriksaan;



b.   berdasarkan  pertimbangan  Pemeriksa,  Penyegelan  tidak diperlukan
lagi; dan/atau

c.   terdapat    permintaan    dari    penyidik    yang    sedang    melafukan
penyidikan tindak pidana.

(2)    Pembukaan segel harus dilakukan oleh pemeriksa dengan disaksikan oleh
paling  sedikit  2   (dua)   orang  yang  telah  dewasa  selain  anggota  tim
Pemeriksa.

(3)    Dalam keadaan tertentu, pembukaan segel dapat dibantu oleh Kepolisian
Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah setempat.

(4)    Dalam  hal  tanda  segel  yang  digunakan  untuk  melakukan  Penyegelan
rusak  atau  hilang,  Pemeriksa  harus  membuat  berita  acara  mengenai
kerusakan atau kehilangan dan melaporkannya kepada Kepolisian Negara
Repulik Indonesia.

(5)    Dalam  melakukan  pembukaan  segel,  Pemeriksa  membuat  berita  acara
pembukaan  segel  yang  ditandatangani  oleh  Tim  Pemeriksa  dan  saksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6)    Dalam   hal   saksi   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)   menolak
menandatangani berita acara pembukaan segel sebagaimana dimaksud
pada ayat (5),  Pemeriksa membuat catatan tentang penolakan tersebut
dalam berita acara pembukaan segel.

(7)    Berita acara pembukaan segel dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua
diserahkan  kepada  Wajib  Pajak,  wakil,  kuasa,  pegawai,  atau  anggota
keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Pasal 29

(1)    Apabila   dalam  jangka   waktu   7   (tujuh)   hari   kerja   setelah   tanggal
Penyegelan  atau jangka waktu lain  dengan  mempertimbangkan  tujuan
Penyegelan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak
memberi izin kepada Pemeriksa untuk membuka atau memasuki tempat
atau   ruangan,   barang   bergerak   atau   tidak   bergerak  yang   disegel,
dan/atau  tidak  memberikan  bantuan  guna  kelancaran  Pemeriksaan,
Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan.

(2)    Dalam   hal   Wajib   Pajak   dianggap   menolak   dilakukan   Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib    Pajak   wajib    menandatangani    surat    pernyataan   penolakan
Pemeriksaan.

(3)    Dalam  hal  Wajib  Pajak,  wakil,  atau  kuasa  dari  Wajib  Pajak  menolak
menandatangani  surat  pernyataan  penolakan  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (2),  Pemeriksa  membuat  dan  menandatangani  berita  acara
mengenai penolakan tersebut.

Bagian Kesepuluh
Penolakari Pemeriksaan

Pasal 30

(1)    Dalam hal wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak yang dflakukanq
Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban t
perpajakan    menyatakan    menolak    untuk    dilakukari    Pemeriksaan
termasuk    menolak    menerima    Surat    Pemberitahuan    Pemeriksaan
Lapangan,  Wajib   Pajak,   wakil,   atau  kuasa  dari  Wajib  Pajak  harus
menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.



(2)    Dalam  hal  Wajib  Pajak,  wakil  atau  kuasa  dari  Wajib  Pajak  menolak
menandatangani surat pemyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1),  Pemeriksa  membuat  berita  acara  penolakan
Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

(3)    Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak tidak ada di
tempat, maka:
a.   Pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanjang terdapat pegawai atau

anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dapat dan
mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk
hal yang berada dalaln kewenangannya; atau

b.   Pemeriksaan     ditunda    untuk     dilanjutkan     pada     kesempatan
berikutnya.

(4)    Untuk    keperluan    pengamanan    Pemeriksaan,    sebelum    dilakukan
penundaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf b,  Pemeriksa
dapat melakukan Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(1).

(5)    Apabila setelah dilakukan Penyegelan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
tetap  tidak  berada  di  tempat  dan/atau  tidak  memberi  izin  kepada
Pemeriksa untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang
bergerak atau tidak bergerak, dan/atau tidak memberikan bantuan guna
kelancaran   Pemeriksaan,   Pemeriksa   meminta   kepada   pegawai   atau
anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak untuk membantu
kelancaran Pemeriksaan.

(6)    Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat  (5)  menolak untuk membantu
kelancaran  Pemeriksaan,   Pemeriksa  meminta  pegawai  atau  anggota
keluarga  yang  telah  dewasa  dari  Wajib  Pajak  untuk  menandatangani
surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan.

(7)    Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib
Pajak  menolak  untuk  menandatangani   surat  penolakan   membantu
kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) , Pemeriksa
membuat  berita  acara  penolakan  membantu  kelancaran  Pemeriksaan
yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 3 1

(1)    Dalam hal wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak yang dilakukan
Pemeriksaan  Kantor  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban
Pajak  memenuhi  Surat  Panggilan  dalam  Rangka  Pemeriksaan  Kantor
namun menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak,
wakil,   atau   kuasa   dari   Wajib   Pajak   harus   menandatangani   surat
pernyataan penolakan Pemeriksaan.

(2)    Dalaln  hal  Wajib  Pajak,  wakil  atau  kuasa  dari  Wajib  Pajak  menolak
menandatangani surat pemyataan penolakan Pemeriksaan sebagairnana
dimaksud  pada  ayat  (1),  Pemeriksa  membuat  berita  acara  penolakan
Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

(3)    Apabila dalam jangka waktu paling lama  1  (satu)  bulan kalender sej
Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor disampaikan kepa

`:fa
Wajib  Pajak dan  surat panggilan tersebut tidak dikembalikan  oleh pos tr
atau jasa pengiriman lainnya dan Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan
Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa membuat berita acara tidak dipenuhinya
panggilan  Pemeriksaan  oleh Wajib Pajak yang ditandatangani oleh  tim
Pemeriksa.



Bagian Kesebelas
Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat

Pemberitahuan Selama Pemeriksaan

Pasal 32

(1)    Wajib  Pajak  dapat  mengungkapkan  dalaln  laporan  tersendiri  secara
tertulis    mengenal    ketidakbenaran    pengisian    SPI`PD    yang    telah
disampaikan   sesuai   dengan   keadaan   yang   sebenarnya,   sepanjang
Pemeriksa belum menyampaikan SPHP.

(2)    Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan ke Bapenda.

(3)    Laporan tersendiri  secara tertulis  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)
harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak
dan dilampiri dengan:
a.   penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya; dan
b.   SSPD   atas   pelunasan   Pajak  yang   kurang   dibayar   serta   sanksi

administrasi berupa bunga.
(4)    Dalam haL pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD sebagainana

dimaksud  pada ayat  (1)  tidak mengakibatkan kekurangan  pembayaran
pajak, pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan SSPD.

Pasal 33

(1)    Untuk   membuktikan   pengungkapan   ketidakbenaran   dalam   laporan
tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Pemeriksaan
tetap dilanjutkan dan atas hasil Pemeriksaan diterbitkan surat ketetapan
Pajak   dengan   mempertimbangkan   laporan   tersendiri   tersebut   serta
memperhitungkan pokok pajak yang telah dibayar.

(2)    Dalam  hal  hasil  Pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
membuktikan  bahwa  pengungkapan  ketidakbenaran  pengisian  SFTPD
oleh Wajib  Pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,  surat
ketetapan Pajak diterbitkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
(3)    Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membuktikan  bahwa  pengungkapan  ketidakbenaran  pengisian  SFTPD
oleh   Wajib   Pajak   sesuai   dengan   keadaan   yang   sebenarnya,   surat
ketetapan pajak diterbitkan sesuai dengan pengungkapan Wajib Pajak.

Bagian Keduabelas
Penjelasan Wajib Pajak dan Permintaan

Keterangan kepada Pihak Ketiga

Pasal 34

( 1)    Untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci, Pemeriksa melalui pejabat

:Pgga:t=emk=u¥:¥aJ;banpgajatke'L¥ak;Lde#aassaad=+vya#baj::jakp'a:%awd:na:=D-
penyampaian surat panggilan.

(2)    Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan,
penjelasan yang  lebih  rinci  sebagaimana  dimaksud  pada  pada  ayat  (1)
dapat  dilakukan  pada  saat  pelaksanaan  Pemeriksaan  di  tempat Wajib
Pajak.

\



(3)    Penjelasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  atau  ayat  (2)  yang
diberikan  kepada Pemeriksa,  dituangkan  dalam  berita  acara mengenai
pemberian   penjelasan   Wajib   Pajak   yang   ditandatangani   oleh   tim
Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau
ariggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

(4)    Dalam  hal  Wajib  Pajak,  wakil,  kuasa  dari  Wajib  Pajak,  pegawai  atau
anggota   keluarga   yang   telah   dewasa   dari   Wajib   Pajak   menolak
menandatangani  berita  acara  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (3),
Pemeriksa  membuat  catatan  penolakan  tersebut  dalam  berita  acara
dimaksud.

(5)    Dalam   hal   diperlukan  informasi   tambahan   terkait  penj.elasan  yang
disampaikan dari Wajib Pajak, pegawal atau anggota keluarga yang telah
dewasa  dari  Wajib  Pajak,  Pemeriksa  melalui  Pejabat  dapat  meminta
keterangan kepada Pihak Ketiga.

Pasal 35

(1)    Pemeriksa  melalui  Pejabat  dapat  meminta  keterangan  dan/atau  bukti
kepada Pihak Ketiga secara tertulis.

(2)    Surat permintaan keterangan dan/atau bukti oleh Pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) sekurang-kurangnya memuat:
a.   identitas wajib pajak;
b.   keterangan atau bukti yang diminta; dan
c.   maksud dilakukannya permintaan keterangan atau bukti.

(3)    Pihak  Ketiga  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  memberikan
keterangan  dan/atau   bukti  paling  lama  3   (tiga)   hari  kelja  setelah
diterimanya surat permintaan keterangan dan/ atau bukti.

(4)    Dalam  hal  Pihak  Ketiga  memerlukan  izin  dari  pihak yang  berwenang,
jangka waktu pemberian keterangan dan/atau bukti paling lama 3 (tiga)
hari kerja setelah diterimanya surat izin dari pihak yang berwenang.

(5)    Dalam hal permintaan keterangan dan/atau bukti tidak dipenuhi dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pemeriksa
segera menyampaikan surat peringatan.

(6)    Pihak  Ketiga  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  memberikan
keterangan atau bukti paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya
surat peringatan.

(7)    Dalam  hal  permintaan  dalam  surat  peringatan  tidak  dipenuhi  dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemeriksa membuat
berita acara tidak dipenuhi permintaan keterangan dan/atau bukti dari
Pihak Ketiga.

Bagian Ketigabelas
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

Pasal 36

(1)    Hasil  Pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban
perpajakan     harus     diberitahukan     kepada    Wajib     Pajak    melalui
penyampaian    SPHP   yang   dilampiri   dengan    daftar   temuan   hasil
Pemeriksaan.



(2)    SPHp dan daftar temuan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat   (1)   disampaikan  oleh   Pemeriksa  secara  langsung  atau  melalui
faksimili, surat elektronik, pos atau jasa pengiriman lalnnya dengan bukti
pengiriman.

(3)    Dalam  hal  SPHP  disampaikan  secara langsung  dan Wajib  Pajak,  wakil
atau kuasa darn Wajib Pajak menolak untuk menerima SPHP, Wajib Pajak,
wakil   atau   kuasa   dari   Wajib   Pajak   harus   menandatangani   surat
penolakan menerima SPHP.

(4)    Dalam  hal  Wajib  Pajak,  wakil,  atau  kuasa  dari  Wajib  Pajak  menolak
menandatangani    surat    penolakan    menerima    SPHP    sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (3)  Pemeriksa  membuat  berita  acara  penolakan
menerima SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

(5)    Dalam    hal    Pemeriksaan    dilakukan    dengan    Pemeriksaan    Kantor,
penyampaian  SPHP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan
bersamaan  dengan  penyampaian  undangan  tertulis  untuk  menghadiri
PAHP.

Pasal 37

(1)    Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar
temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(1) dalam bentuk:
a.   Iembar pernyataan persetujuan  hasil pemeriksaari  dalam hal Wajib

Pajak menyetujui seluruh basil Pemeriksaan; atau
b.   surat  sanggahan dalam  hal Wajib  Pajak tidak menyetujui sebagian

atau seluruh hasil Pemeriksaan.
(2)    Tanggapan   tertulis    sebagaimana   dimaksud    pada   ayat    (1)    harus

disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5  (lima)  hari kelja sejak
tanggal diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak.

(3)    Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian
tanggapan  tertulis  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  untuk jangka
waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari  kelja  terhitung  sejak  jangka  waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.

(4)    Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus menyampalkan
pemberitahuan  tertulis  sebelum jangka waktu  sebagaimana  dimaksud
pada a.yat (2) berakhir.

(5)    Tanggapan    tertulis    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    dan
pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan
oleh Wajib Pajak secara langsung atau melalui faksimile, surat elektronik,
pos, atau jasa pengiriman lalnnya dengan bukti pengiriman.

(6)    Dalam  hal  Wajib  Pajak  tidak  menyampaikan  tanggapan  tertulis  atas
SPHP, Pemeriksa membuat berita acara tidak disampaikannya tanggapan
tertulis atas SPHP yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 38

(1)    Dalaln  rangka  melaksanakan  PAHP  yang  tercantum  dalam  SPHP  dane.
daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (1) kepada Wajib Pajak harus diberikan hak hadir dalam PAHP.

(2)    Hak  hadir   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (1),   diberikan  melalui
penyampaian  undangan  secara  tertulis  kepada  Wajib  Pajak  dengan
mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya PAHP.



(3)    Undangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  harus  disampaikan
kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 3  (tiga)  hari ken.a
terhitung sejak:
a.   diterimanya  tanggapan  tertulis  atas  SPHP  dari  Wajib  Pajak  sesuai

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37  ayat  (2)  atau
ayat (3); atau

b.   berakhirnya jangka  waktu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  37
ayat  (3),  dalam  hal  Wajib  Pajak  tidak  menyalnpaikan  tanggapan
tertulis atas SPHP.

(4)    Undangan sebagalmana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan oleh
Pemeriksa secara langsung atau melalui faksimile, surat elektronik, pos,
atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

Pasal 39

(1)    Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:
a.   menyampaikan  lembar  pemyataan  persetujuan  hasil  Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat ( 1) huruf a dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) atau ayat (3);

b.   hadir dalarn  PAHP sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum
dalam undangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
(2)'

Pemeriksa  membuat  risalah  pembahasan  dengan  mendasarkan  pada
lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan dan membuat berita
acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang
ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib Pal.ak, wakil,  atau kuasa
dari Wajib Pajak.

(2)    Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:
a.   menyampaikan  lembar  pemyataan  persetujuan  hasil  Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat ( 1) huruf a dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) atau ayat (3);
dan

b.   tidak  hadir  dalam   PAHP   sesuai   dengan   hari  dan   tanggal  yang
tercantum  dalam  undangan  tertulis  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 38 ayat (2),

Pemeriksa membuat risalah pembahasan berdasarkan lembar pernyataan
persetujuan hasil Pemeriksaan, berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak
dalaln PAHP, dan berita acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil
pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

(3)    Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:
a.   menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

37 ayat ( 1) huruf b dalam jangka waktu sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (2) atau ayat (3); dari

b.   ::g± 3d8ala¥ati2)¥P Sesual undan8an  Sebagaimana dimaksud dalancT,.

Pemeriksa harus melakukan PAHP dengan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa  t
dari  Wajib  Pajak  dengan  mendasarkan  pada  surat  sanggahan  dan
menuangkan  hasil  pembahasan  tersebut  dalaln  risalah  pembahasan,
yang  ditandatangani  oleh  tim  Pemeriksa  dan  Wajib  Pajak,  wakil,  atau
kuasa dari Wajib Pajak.



(4)    Dalam hal Wajib Pajak, waldl, atau kuasa dari Wajib Pajak:
a.   menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

37 ayat (1) huruf b dalam jangka waktu sebagainana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (2) atau ayat (3); dan

b.   tidak   hadir   dalam   PAHP   sesuai   dengan   hari   dan   tanggal  yang
tercantum dalam undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (2),

Pemeriksa membuat risalah pembahasan berdasarkan surat sanggahan,
berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalanl PAHP,  dan berita acara
PAHP  yang  dilampiri  dengan  ikhtisar  hasil  pembahasan  akhir,  yang
ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

(5)    Dalaln hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:
a.   tidak  menyampaikan  tanggapan  tertulis  atas  SPHP  sebagalmana

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 a.yat (2) atau ayat (3); dan

b.   hadir dalam  PAHP  sesuai undangan  sebagaimana dimaksud  dalam
Pasal 38 ayat (2),

Pemeriksa tetap melakukan PAHP dengan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa
dari  Wajib  Pajak,  dan  menuangkan  hasil  pembahasan  tersebut  dalam
risalah pembahasan, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib
Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.

(6)    Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:
a.   tidak  menyampaikan  tanggapan  tertulis  atas  SPHP  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) atau ayat (3); dan

b.   tidak  hadir   dalam   PAHP  sesuai   dengan   hari   dan   tanggal  yang
tercantum dalam undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (2),

Pemeriksa     membuat     risalah     pembahasan     berdasarkan     SPHP
sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    36    ayat    (1),    berita    acara
ketidakhadiran  Wajib  Pajak  dalam  PAHP,  dan  berita  acara  PAHP yang
dilalnpiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani
oleh tim Pemeriksa.

Pasal 40

(1)    Dalam  hal  terdapat  hasil  Pemeriksaan  yang  belum  disepakati  dalam
risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) atau
ayat (5) dan Wajib Pajak mengajukan permohonan pembahasan dengan
Tim  Penjaminan  Mutu  Pemeriksaan,  berita  acara  PAHP yang  dilampiri
dengan  ikhtisar  hasil  pembahasan  akhir  dibuat  setelah  pembahasan
dengan Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan dilaksanakan.

(2)    Dalaln  hal  Wajib  Pajak  tidak  mengajukan  perlnohonan  pembahasan
dengan  Tim  Penjaminan  Mutu  Pemeriksaan,  berita  acara  PAHP  yang
dilampiri  dengan  ikhtisar hasil pembahasan  akhir dibuat  berdasa]-kan
risalah pembahasan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 39  ayat atau
ayat (5).

(3)    Dalam  hal  Wajib  Pajak,  wakil,  atau  kuasa  dari  Wajib  Pajak  menolak<Z'
menandatangani  risalah  pembahasan  sebagaimana  dimaksud  dalam i
Pasal 39 ayat (3) atau ayat (5), dan/atau berita acara PAHP yang dilampiri
dengan  ikhtisar  hasil  pembahasan   akhir   sebagaimana  sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (2),    Pemeriksa   membuat   catatan   mengenai
penolakan tersebut.



Pasal 41

(1)    Dalam  hal Wajib  Pajak tidak hadir dalam  PAHP pada hari  dan  tanggal
sesuai undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), PAHP
dianggap telah dilakukan.

(2)    Dalam hal PAHP dianggap telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada
ayat   (1),   berita   acara   PAHP   yang   dilampiri   dengan   ikhtisar   hasil
pembahasan akhir ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 42

(1)    Dalam  hal Wajib  Pajak mengajukan  permohonan  pembahasan  dengan
Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40  ayat  (1),  Wajib  Pajak  menyampaikan  surat  permohonan  kepada
Pejabat.

(2)    Permohonan  pembahasan  dengan  Tim  Penjaminan  Mutu  Pemeriksaan
sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan, apabila:
a.   risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3)

atau pada ayat (5) telah ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib
Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak;

b.   berita  acara  PAHP  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  40  ayat  (2)
belum ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil, atau
kuasa dari Wajib Pajak; dan

c.   terdapat  perbedaan  pendapat  yang  terbatas  pada  dasar  hukum
koreksi antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa pada saat PAHP.

(3)    Surat    permohonan    pembahasan    dengan    Tim    Penjaminan    Mutu
Pemeriksaan  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  harus  disampaikan
secara langsung atau melalui faksimile,  surat elektronik, pos, atau jasa
pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman dalaln jangka waktu paling
lama  3  (tiga)  hari  kerja  sejak  penandatanganan  risalah  pembahasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) atau pada ayat (5).

Pasal 43

(1)    Susunan Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan diusulkan oleh Perangkat
Daerah pemungut Pajak kepada Bupati dan terdiri dari:
a.    1  (satu) orang ketua;
b.    1 (satu) orang sekretaris; dan
c.    3 (tiga) orang anggota.

(2)    Tim penjaminan Mutu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
merupakan pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah
yang ditetapkan oleh sekretaris daerah atas mama Bupati.

(3)    Susunan  Tim  Penjaminan  Mutu  Pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat ( 1) harus melibatkan unsur perangkat daerah yang membidangi
urusan pemerintahan di bidang pengawasan bersangkutan.

Pasal 44

Tim Penjalninan Mutu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (1) bertugas untuk:
a.     membahas perbedaan pendapat yang terbatas pada dasar hukum koreksi

antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa pada saat PAHP;
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b.     memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara
Waj.ib Pajak dengan Pemeriksa; dan

c.      membuat   risalah   Tim   Penjaminan   Mutu   Pemeriksaan   yang   berisi
simpulan dan keputusan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada
huruf b dan bersifat mengikat kepada Pemeriksa.

Pasal 45

(1)    Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
ayat   (3),   Tim  Penjaminan  Mutu  Pemeriksaan  harus  menyampaikan
undangan   kepada   Wajib   Pajak   dan   Pemeriksa   untuk   melakukan
pembahasan atas hasil Pemeriksaan yang belum disepakati dalam risalah
pembahasan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 39  a.yat (3)  atau ayat
(5).

(2)    Undangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  disampalkan
secara langsung atau melalui faksimile,  surat elektronik, pos, atau jasa
pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

Pasal 46

(1)    Pembahasan   dengan  Tim   Penjaminan   Mutu   Pemeriksaan   dilakukan
bersama dengan tim Pemeriksa, dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari
Wajib Pajak.

(2)    Dalam  hal  Wajib  Pajak  tidak  hadir  dalam  pembahasan  dengan  Tim
Penjaminan  Mutu  Pemeriksaan  sesuai  dengan  hari  dan  tanggal  yang
tercantum dalam undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat
( 1), pembahasan dengan Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan harus tetap
dilakukan oleh Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan dan tim Pemeriksa.

Pasal 47

Pelaksanaan   PAHP   antara  Wajib   Pajak   dengan   Pemeriksa   sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) atau ayat (5) serta pelaksanaan pembahasan
dengan  Tim  Penjaminan  Mutu  Pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal  46   harus  mempertimbangkan  jangka  waktu  PAHP  dan  pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).

Pasal 48

(1)    Hasil  pembahasan  dengan  Tim  Penjaminan  Mutu  Pemeriksaan  harus
dituangkan dalam risalah Tim Penjaminari Mutu Pemeriksaan.

(2)    Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak hadir dalam
pembahasan  dengan  Tim  Penjaminan  Mutu  Pemeriksaan,  risalah  Tim
Penjaminan  Mutu  Pemeriksaan  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (1)
ditandatangani oleh Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan, tim Pemeriksa,
dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.

(3)    Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak hadir dalam
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ayat ( 1), Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan membuat:
a.   berita  acara  penolakan  penandatanganan  risalah  Tim  Penjaminan

Mutu   Pemeriksaan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   yang



ditandatangani   oleh   Tim   Penjaminan   Mutu   Pemeriksaan,    tim
Pemeriksa, dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.

b.   risalah Tim Penjaminan Mutu  Pemeriksaan  sebagaimana dimaksud
pada   ayat   (1),   yang  ditandatangani   oleh  Tim   Penjaminan   Mutu
Pemeriksaan dan tim Pemeriksa.

(4)    Dalam  hal  Wajib  Pajak,  wakil,  atau  kuasa  dari  Wajib  Pajak  menolak
menandatangani  berita  acara  penolakan  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (3) huruf a, Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan membuat:
a.   berita  acara  penolakan  dilakukan  Penjaminan  Mutu  Pemeriksaan

yang ditandatangi oleh Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan dan tim
Pemeriksa.

b.   risalah Tim Penjaminan  Mutu Pemeriksaan  sebagaimana dimaksud
pada  ayat   (1),   yang  ditandatangani  oleh  Tim   Penjaminan  Mutu
Pemeriksaan dan tim Pemeriksa.

(5)    Dalam hal Wajib Pajak,  wakil,  atau kuasa dari Wajib Pajak tidak hadir
dalam pembahasan dengan Tim  Penjaminan  Mutu Pemeriksaan  sesuai
dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan
membuat:
a.   berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam pembahasan dengan

Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan; dan
b.   risalah Tim  Penjaminan Mutu Pemeriksaan  sebagaimana dimaksud

pada   ayat   (1),   yang  ditandatangani   oleh  Tim   Penjaminan   Mutu
Pemeriksaan dan tim Pemeriksa.

(6)    Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:
a.   hadir dalam pembahasan,  namun menolak menandatangani risalah

Tim  Penjaminan  Mutu  atau  menolak  menandatangani  berita acara
penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, atau

b.   tidak   hadir   dalam   pembahasan,   pada   hari   dan   tanggal   sesuai
undangan    sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    45    ayat    (1),
pembahasan  dengan  Tim  Penjaminan  Mutu  Pemeriksaan  dianggap
telah dilakukan.

Pasal 49

Risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) atau ayat
(5)  dan  risalah Tim Penjaminan  Mutu  Pemeriksaan  sebagaimana dimaksud
dalaln  Pasal  48  ayat  (1)  digunakan  oleh  Pemeriksa  sebagai  dasar  untuk
membuat berita acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan
akhir.

Pasal 50

(1)    Dalam    rangka    menandatangani    berita    acara    PAHP    sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49,  Pemeriksa melalui Pejabat memanggil Wajib
Paj ak dengan mengirimkan surat panggilan untuk menandatangani berita
acara PAHP.

(2)    Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikafi7
secaia. 1angsung atau melalui fcksimile,  surat elektronik, pos, atau jasa ,



menandatangani  surat  penolakan  menerima  surat  panggilan  untuk
menandatangani berita acara PAHP.

(4)    Dalam  hal  Wajib  Pajak,  wakil,  atau  kuasa  dari  Wa].ib  Pajak  menolak
menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pemeriksa membuat berita acara penolakan  menerima  surat panggilan
untuk menandatangani berita acara PAHP yang ditandatangani oleh tim
Pemeriksa.

Pasal 5 1

(1)    Wajib  Pajak harus  memenuhi panggilan  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (1) dalamjangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah
surat panggilan untuk menandatangani berita acara PAHP diterima oleh
Wajib Pajak.

(2)    Dalam hal Wajib Pajak,  wakil,  atau kuasa dari Wajib  Pajak memenuhi
panggilan   sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  50   ayat  (1),   namun
menolak   menandatangani   berita   acara   PAHP,   Pemeriksa   membuat
catatan mengenai penolakan penandatanganan pada berita acara PAHP.

(3)    Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud
pada dalaln Pasal 50  a.yat  (1),  Pemeriksa membuat catatan pada berita
acara PAHP mengenai tidak dipenuhinya panggilan.

Bagian Keempatbelas
Pelaporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 52

(1)    LHp disusun berdasarkan KKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.
(2)    Risalah  pembahasan,  risalah  Tim  Penjaminan  Mutu,  dan/atau  berita

acara   PAHP,   merupakan   bagian   yang   tidak   terpisahkan   dari   LHP
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

(3)    LHP  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (i)  digunakan  oleh  Pemeriksa
sebagai dasar untuk membuat nota penghitungan.

(4)    Nota  penghitungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  digunakan
sebagai dasar penerbitan SKPD atau STPD.

(5)    Pajak yang terutang dalam  SKPD  sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dihitung sesuai dengan PAHP, kecuali:
a.   dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP tetapi menyampaikan

lembar   pernyataan   persetujuan   hasil   Pemeriksaan   sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Pajak yang terutang dihitung sesuai
dengan lembar pemyataan persetujuan hasil Pemeriksaan;

b.   dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP tetapi menyampaikan
surat  sanggahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  39  ayat  (4),
Pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP dengan jumlah yang
tidak disetujui sesuai dengan surat sanggahan Wajib Pajak;

c.   dalam   hal   Wajib   Pajak   tidak   hadir   dalam   PAHP   dan
menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39  ayat  (6),  Pajak yang terutang dihitung berdasarkan
SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat ( 1) dan Wajib Pajak
dianggap menyetujui hasil Pemeriksaan.



Bagian Kelimabelas
Penyelesaian Pemeriksaan

Pasal 53

Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhari
pemenuhan kewajiban perpajakan diselesaikan dengan cara :
a.   menghentikan Pemeriksaan dengan membuat LHP sumir; atau
b.   membuat  LHP,  sebagal  dasar  penerbitan  SKPD  dan/atau  STPD  sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 54

Penyelesaian   pemeriksaan   dengan   membuat   LHP   Sumir   sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dilakukan dalam hal:
a.     Wajib  Pajak,  wakil,  kuasa,  pegawai,  atau  anggota  keluarga yang telah

dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa:
1.   tidak ditemukan  dalaln jarigka waktu  3  (tiga)  bulan  kalender  sejak

tanggal  Surat  Pemberitahuan  Pemeriksaan  Lapangan  diterbitkan;
atau

2.   tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan   kalender   sejak   tanggal   Surat   Panggilan   Dalam   Rangka
Pemeriksaan Kantor diterbitkan.

b.     Pemeriksaan  Lapangan  atau  Pemeriksaan  Kantor  yang  ditangguhkan
karena  ditindaklanjuti  dengan  Pemeriksaan  Bukti  Permulaan  secara
terbuka dan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka tersebut:
1.   dilanjutkan   dengan   Penyidikan   tetapi  Penyidikannya   dihentikan

karena peristiwanya telah kedaluwarsa; atau
2.   dilanjutkan dengan Penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat

putusan  pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan
yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  yang  menyatakan
bahwa Wajib  Pajak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan salinan putusan
pengadilari tersebut telah diterima oleh Bupati;

c.  Pemeriksaan  Lapangan  atau  Pemeriksaan  Kantor  yang  ditangguhkan
karena   ditindaklanjuti   dengan   Penyidikan    sebagai   tindak   lanjut
Pemeriksaan   Bukti   Permulaan   Tertutup   dan   Penyidikan   tersebut
dilanjutkan dengan penuntutan serta telah terdapat putusan pengadilan
mengenai  tindak pidana di  bidang perpajakan yang telah  mempunyai
kekuatan  hukum tetap yang menyatakan  bahwa Wajib  Pajak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan dan  salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh
Bupati; atau

d.  Pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan dalam SKPD sebelumnya.

Pasal 55

( 1)    Penyelesaian pemeriksaan dengan membuat LHP sebagaimana dimaksud?.
dalam Pasal 53 huruf b, dilakukan dalaln hal:
a.   Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah

dewasa  dari  Wajib  Pajak yang  dilakukan  Pemeriksaan  ditemukan
atau  memenuhi  panggilan  Pemeriksaan,  dan  Pemeriksaan  dapat
diselesaikan dalam jangka waktu Pemeriksaan;



b.   Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah
dewasa  dari  Wajib  Pajak yang  dilakukan  Pemeriksaan  ditemukan
atau  memenuhi panggilan Pemeriksaan,  dan pengujian  kepatuhan
pemenuhan   kewajiban   Pajak   belum   dapat   diselesaikan   sampai
den8an,
1.   berakhimya perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan

Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); atau
2.   berakhimya perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan

Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
c.   Wajib Pajak,  wakil,  kuasa,  pegawai,  atau  anggota keluarga yang telah

dewasa  dari  Wajib  Pajak  yang  dilakukan  Pemeriksaan  sehubungan
dengan    permohonan    pengajuan    pengembalian    atau    kompensasi
kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(I) huruf a:
1.   tidak ditemukan dalaln jangka waktu  3  (tiga)  bulan kalender sejak

tanggal  Surat  Pemberitahuan  Pemeriksaan  Lapangan  diterbitkan;
atau

2.   tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan   kalender   sejak   tanggal   Surat   Panggilan   Dalam   Rangka
Pemeriksaan Kantor diterbitkan;

d.   Wajib Pajak, wakil, atau kuasa Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan
atas keterangan lain berupa Data Konkret sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf b:
1.   tidak ditemukan dalam jangka waktu 3  (tiga)  bulan kalender sejak

tanggal  Surat  Pemberitahuan  Pemeriksaan  Lapangan  diterbitkan;
atau

2.   tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalaln jangka waktu 3 (tiga)
bulan   kalender   sejak   tanggal   Surat   Panggilan   Dalam   Rangka
Pemeriksaan Kantor diterbitkan;

e.   Pemeriksaan  Lapangan  atau  Pemeriksaan  Kantor  yang  ditangguhkan
karena  ditindaklanjuti dengan  Pemeriksaan  Bukti  Permulaan Terbuka
dan atas Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka tersebut:
1.   dihentikan   karena   Wajib   Pajak   orang   pribadi   yang   dilakukan

Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka meninggal dunia;
2.   dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak

pidana di bidang perpajakan;
3.   dilanjutkan       dengan    Penyidikan          namun         Penyidikannya

dihentikan   karena   tidak   terdapat   cukup   bukti,   atau   peristiwa
tersebut  bukan  merupakan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan,
tersangka meninggal dunia; atau

4.   dilanjutkan dengan Penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat
putusan pengadilan  mengenai tindak pidana di bidang perpajakan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memutus bebas
atau   lepas   dari   segala   tuntutan   hukum   dan   salinan   putusan
pengadilan tersebut telah diterima oleh Bupati; atauf.   ::=een=ks::t?ndL±PLa:fu= a:::g:mepr::;:dTk:an:::ayg=8 t::tda±8|ik]=trtyir

Pemeriksaan Bukti Permulaan Tertutup dan Penyidikan tersebut:
1.   dihentikan   karena   tidak   terdapat   cukup   bukti,   atau   peristiwa

tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau
tersangka meninggal dunia; atau



2.   dilanjutkan   dengan   penuntutan   serta   telah   terdapat   putusan
pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap yang memutus bebas atau lepas
dari segala tuntutan hukum dan salinan putusan pengadilan tersebut
telah diterima oleh Bupati.

(2)    Pemeriksaan  Lapangan  atau  Pemeriksaan  Kantor  yang  pengutiannya
belum diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, harus
diselesaikan  dengan  menyampaikan  SPHP dalam jangka waktu paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya:
a.   perpanj.angan   jangka   waktu   pengujian    Pemeriksaan   Lapangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); atau
b.   perpanjangan    jangka    waktu     pengujian     Pemeriksaan     Kantor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1),
dan dilanjutkan tahapan Pemeriksaan sampai dengan pembuatan LHP.

Pasal 56

(1)    Pemeriksaan yang dihentikan dengarl membuat LHP sumir karena wajib
Pajak  tidak  ditemukan  atau  tidak  memenuhi  panggilan  Pemeriksaan
sebagaimana  dimaksud   dalam   Pasal   54   huruf  a,   dapat   dilakukan
Pemeriksaan kembali apabila setelah diterbitkan LHP Sumir, Wajib Pajak
ditemukan.

(2)    Pajak  terutang  atas   Pemeriksaan  terhadap  Wajib  Pajak  yang  tidak
ditemukan  atau  tidak  memenuhi  panggilan  Pemeriksaan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dan huruf d ditetapkan secara
jabatan.

Pasal 57

Pemeriksa berdasarkan:
a.     surat pernyataan penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), atau Pasal 31 ayat (1);
b.     berita acara penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal

29 ayat (3), Pasal 30 a.yat (2), atau Pasal 31 ayat (2);
c.      berita  acara  tidak  dipenuhinya  panggilan  Pemeriksaan  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3);
d.     surat   penolakan   membantu   kelancaran   Pemeriksaan   sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6); atau
e.     berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7),
dapat   melakukan   penetapan   Pajak   secara  jabatan   atau   mengusulkan
Pemeriksaan Bukti Perrnulaan.

Bagian Keenambelas
Pembatalan Hasil Pemeriksaan

Pasal 58

(1)    SKPD dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
a.   penyampaian SPHP; atau
b.    PAHP'
dapat   dibatalkan   oleh   Bupati   secara   jabatan   atau
permohonan Wajib Pajak.

®.

berdasarkan}



(2)    Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
proses     Pemeriksaan     harus     dilanjutkan     dengan     melaksanakan
penyalnpaian SPHP dan/atau PAHP.

(3)    Prosedur penyampalan spHp dan/atau pelaksanaan PAHP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(4)    Dalam hal Pemeriksaan yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada
ayat  (2)  terkait  dengan  permohonan  pengembalian  atau  kompensasi
kelebihan    pembayaran    Pajak,    Pemeriksaan    dilanjutkan    dengan
penerbitan:
a.   SKPD sesuai dengan PAHP apabila jangka waktu belum melampaui

12   (dua   belas)   bulan   kalender   sejak   diterimanya   permohonan
pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak belum
terlewati; atau

b.   SKPDLB sesuai dengan SPI`PD apabila jangka waktu  12  (dua belas)
bulan     kalender     sejak     diterimanya     pengajuan     permohonan
pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak.

(5)    Dalam  hal  susunan  keanggotaan  tim  Pemeriksa  untuk  melanjutkan
Pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (2)   berbeda  dengan
susunan keanggotaan tim Pemeriksa sebelumnya, Pemeriksaan tersebut
dilakukan setelah diterbitkan SP3D perubahan.

Bagian Ketujuhbelas
Usulan Pemeriksaan Bukti Perlnulaan dan

Penangguhan Pemeriksaan

Pasal 59

(1)    Pemeriksaan  untuk  mengiu.i  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  Pajak
dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka apabila:
a.   pada  saat  pelaksanaan  Pemeriksaan  ditemukan  adanya  indikasi

tindak pidana di bidang perpajakan; atau
b.   Wajib  Pajak  menolak  untuk  dilakukan  Pemeriksaan  sebagaimana

dimaksud  dalam Pasal 30  atau Pasal 31  dan terhadap Wajib Pajak
tersebut tidak dilakukan penghitungan Paj ak terutang secara jabatan.

(2)    Dalam  hal  Pemeriksaan yang  dilakukan  merupakan  Pemeriksaan  atas
pengajuan   permohonan   pengembalian   atau   kompensasi   kelebihan
pembayaran Pajak, usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka harus
memperhatikan jangka waktu  penyelesaian  permohonan  pengembalian
atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak tersebut.

Pasal 60

(1)    Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  59  ayat  (1)  disetujui  oleh  Bupati,  pelaksanaan
Pemeriksaan    ditangguhkan    dengan    membuat    laporan    kemajuan
pemeriksaan sampai dengan :
a.   Pemeriksaan  -Bukti  Pemulaan  Terbuka  dihentikan  karena  Wajib ¢`

Pajak  orang pribadi yang  dilakukan  Pemeriksaan  Bukti  Permulaan
Terbuka meninggal dunia;

b.   Pemeriksaan   Bukti   Permulaan  Terbuka   dihentikan   karena  tidak
ditemukan   adanya   bukti   permulaan   tindak   pidana   di   bidang
perpajakan;



c.   Penyidikan  dihentikan  karena  tidak  terdapat  cukup  bukti,  atau
peristiwa   tersebut   bukan   merupakan   tindak   pidana   di   bidang
perpajakan,   tersangka  meninggal  dunia  atau  peristiwanya  telah
kedaluwarsa; ata.u

d.   putusan  pengadilan  atas  tindak pidana di bidang perpajakan telah
mempunyal kekuatan hukum tetap dan salinan putusan pengadilari
tersebut telah diterima oleh Bupati.

(2)    Penangguhan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  harus
diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

(3)    Pemberitahuan  secara  tertulis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
disampaikan bersamaan dengan disampaikannya surat pemberitahuan
Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka.

(4)    Dokumen terkait dengan Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pemeriksa Bukti Permulaan
dengan  membuat  berita  acara  yang  ditandatangani  Pemeriksa  dan
pemeriksa Bukti Permulaan.

(5)    Salinan  berita  acara  sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (4)  diserahkan
kepada Wajib Pajak.

Pasal 6 1

(1)    Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 60
ayat ( 1) dilanjutkan sesuai dengan ketentuari yang berlaku, apabila:
a.   Pemeriksaan  Bukti  Permulaan  Terbuka  dihentikan  karena  Wa].ib

Pajak orang pribadi yang  dilakukan  Pemeriksaan  Bukti  Permulaan
Terbuka meninggal dunia;

b.   Pemeriksaan  Bulcti  Permulaan  Terbuka  dihentikan  karena  tidak
ditemukan   adanya   bukti   permulaan   tindak   pidana   di   bidarig
perpajakan;

c.   Pemeriksaan    Bukti    Permulaan    Terbuka    dilanjutkan     dengan
Penyidikan  dihentikan  karena  tidak  terdapat  cukup  bukti,   atau
peristiwa   tersebut   bukan   merupakan   tindak   pidaria   di   bidang
perpajakan,   tersangka   meninggal   dunia   atau   peristiwanya   telah
kedaluwarsa; atau

d.   Pemeriksaan    Bukti    Permulaan    Terbuka    dilanjutkan    dengan
Penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memutus bebas
atau   lepas   dari   segala   tuntutan   hukum   dan   salinan   putusan
pengadilan tersebut telah diterima oleh Bupati.

(2)    Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
ayat ( 1) dihentikan dengan membuat LHP Sumir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 huruf b, apabila:
a.   Pemeriksaan    Bukti    Permulaan    Terbuka    dilanjutkan    dengan

Penyidikan tetapi Penyidikannya dihentikan karena peristiwanya telah
kedaluwarsa; dan

b.   Pemeriksaan    Bukti     Permulaan    Terbuka     dilanjutkan     dengan
Penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat putusan pengadilan e `
atas  tindak  pidana  di  bidang  pelpqu.akap. yang..t:.1.ah_  T.empTnyai  t
kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Wajib Pajak terbukti
secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana di
bidang  perpajakan  dan  salinan  putusan  pengadilan  tersebut  telah
diterima oleh Bupati.



Pasal 62

(1)    Dalam  hal  Wajib  Pajak  yang  dilakukan  Pemeriksaan  untuk  menguji
kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  Pajak juga  dilakukan  Pemeriksaan
Bukti    Permulaan    secara    Tertutup,    Pemeriksaan    untuk    menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak ditangguhkan dengan membuat
laporan  kemajuan  Pemeriksaan  apabila  Pemeriksaari  Bukti  Permulaan
Tertutup ditindaklanjuti dengan Penyidikan.

(2)    Penangguhan   Pemeriksaan   untuk   menguji   kepatuhan   pemenuhan
kewajiban Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan sampai
dengan:
a.   Penyidikan  dihentikan  karena  tidak  terdapat

peristiwa   tersebut   bukan   merupakan   tindak
perpajakan,   tersangka  meninggal  dunia   atau
kedaluwarsa; atau

cukup  bukti,  atau
pidana   di   bidang
peristiwanya   telah

b.   putusan  pengadilan  atas  tindak pidana di  bidang perpajakan yang
telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  dan  salinan  atas  keputusan
tersebut telah diterima oleh Bupati.

(3)    Penangguhan Pemeriksaan  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  harus
diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

(4)    Pemeriksaan yang  ditangguhkan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dilanjutkan apabila:
a.   Penyidikan  dihentikan  karena  tidak  terdapat  cukup  bukti,   atau

peristiwa   tersebut   bukan   merupakan   tindak   pidana   di   bidang
perpajakan,   tersangka   meninggal   dunia   atau   peristiwanya   telah
kedaluwarsa; atau

b.   putusan pengadilan  atas  tindak pidana  di  bidang perpajakan yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap yang memutus bebas atau lepas
dari segala tuntuan huinm dan salinan atas keputusan tersebut telah
diterima oleh Bupati.

(5)    Pemeriksaan yang ditangguhkan  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)
dihentikan apabila:
a.   Penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kedaluwarsa; atau
b.   Penyidikan dilanjutkan dengan penuntutan dan putusan pengadilan

atas  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  yang  telah  mempunyai
kekuatan hukum tetap selain sebagaimana dimaksud pada a.yat (4)
huruf b dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh
Bupati.

Pasal 63

( 1)    Dalam hal Pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
61  ayat (1) atau Pasal 62 ayat (4), jangka waktu pengujian sebagaimana

g:gaagk:umdandaald=:assuald::'=tapuasj=L87k:t¥:kptausfeLr8¥=rpg=j:e:gnTj:uankF
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

(2)    Dalam hal Pemeriksaan dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
61 ayat (2) atau Pasal 62 ayat (5), Pemeriksa harus menyampaikan surat
pemberitahuan penghentian Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.



Bagian Kedelapanbelas
Pemeriksaan Ulang

Pasal 64

Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau
persetujuan Bupati.
Instruksi  atau  persetujuan  Bupati  untuk  melaksanakan  Pemeriksaan
Ulang dapat diberikan  apabila terdapat data baru termasuk data yang
semula belum terungkap.

(3)    Dalam hal basil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengakibatkan   adanya   tambahan   atas   jumlah   Pajak   yang   telah
ditetapkan dalam SKPD sebelumnya, Bupati menerbitkan SKPDKBT.

(4)    Dalarn hal hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
tidak mengakibatkan  adanya tambahan  atas jumlah  Pajak yang telah
ditetapkan  dalam  SKPD   sebelumnya,  Pemeriksaan  Ulang  dihentikan
dengan  membuat  LHP  Sumir  dan  kepada  Wajib  Pajak  diberitahukan
mengenai penghentian tersebut.

BAB IV
PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup, Kriteria dan Jenis Pemeriksaan

Pasal 65

Ruang  lingkup  Pemeriksaan  untuk  tujuan  lain  dapat  meliputi  penentuan,
pencocokan   atau   pengumpulan   materi   yang   berkaitan   dengan   tujuan
Pemeriksaan.

Pasal 66

(1)    Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan kriteria paling sedikit:
a.   pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah secarajabatan;
b.   penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
c.   penyelesalan permohonan keberatan Wajib Pajak;
d.   pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
e.   Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.

(2)    Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) huruf e dilakukan untuk memperoleh data, keterangan dan bukti fr
yang berkaitan dengan :
a.   harta yang dimiliki Wajib Pajak/Penanggung Pajak;
b.   proses timbulnya tunggakan pajak berdasarkan LHP, KKP dan atau

Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
c.   kegiatan penagihan aktif yang dilakukan; dan
d.   upaya hukum dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak.



Pasal 67

(1)    Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66
dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan
Kantor.

(2)    Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pemeriksaan dimaksud pada ayat
(1) diatur oleh Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Standar Pemeriksaan

Pasal 68

(1)    Pemeriksaan  untuk  tujuan   lain  harus   dilaksanakan   sesuai   dengan
standar Pemeriksaan.

(2)    Standar  Pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  digunakan
sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum
yang harus dicapai dalaln melaksanakan Pemeriksaan.

(3)    Standar  Pemeriksaan  untuk  tujuan  lain  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1) meliputi:
a.   standar umum;
b.   standar pelaksanaan pemeriksaan; dan
c.    standar pelaporan hasil pemeriksaan.

Pasal 69

Standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a adalah
standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 70

Standar  pelaksanaan  Pemeriksaan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  68
ayat (3) huruf b meliputi:
a.     pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik,

sesuai  dengan  tujuan  Pemeriksaan  dan  mendapat  pengawasan  yang
seksama;

b.     1uas pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya pemeriksaan
untuk tujuan lain;

c.      Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang terdiri dari I (satu) orang
Supervisor,  1 (satu) orang ketua tim dan 1 (satu) orang atau lebih anggota
tim  dan  dalam  keadaan  tertentu  ketua  tim  dapat  merangkap  sebagal
an8gota tim;

d.     Pemeriksaan dapat dilaksanakan di Kantor, tempat tinggal atau tempat ®.
kedudukan  Wajib  Pajak,  tempat  kegiatan  usaha atau  pekeljaan  bebas t
Wajib Pajak, dan/ atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa;

e.     Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat
dilanjutkan di luar jam kerja; dan

f.      pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikari dalam bentuk KKP.



Pasal 71

(1)    KKP  sebagainana  dimaksud  dalam  Pasal  70  huruf  f  disusun  oleh
Pemeriksa dan berfungsi sebagai:
a.   bukti     bahwa     Pemeriksa     telah     melaksanakan     Pemeriksaan

berdasarkan standar Pemeriksaan; dan
b.   dasar pembuatan LHP;

(2)    KKP   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   memberikan   gambaran
mengenai:
a.   data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
b.   prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; dan
c.   simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan

Pemeriksaan.

Pasal 72

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaporkan dalam bentuk LHP yang
disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:
a.     LHp disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-

pos yang diperiksa sesual dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan
Pemeriksa dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait;

b.     LHP untuk tujuan lain sekurang-kurangriya memuat:
1.   penugasan pemeriksaan;
2.   identitas wajib pajak;
3.   dasar (tujuan) pemeriksaan;
4.   dokumen yang dipinjam;
5.   media penyimpanan hasil Salinan data elektronik wajib pajak;
6.   Materi yang diperiksa;
7.   Uraian hasil Pemeriksaan; dan
8.   Simpulan dan usul pemeriksa.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa

Pasal 73

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Pemeriksa wajib:
a.     menyampalkan  Surat  Pemberitahuan  Pemeriksaan  Lapangan  kepada

Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan
Lapangan  atau  Surat  Panggilan  Dalam  Rangka  Pemeriksaan  Kantor
dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;

b.     memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan sp3D kepada wajib pajak
pada saat melakukan Pemeriksaan;

c.     memperlihatkan sp3D perubahan kepada wajib pajak apabila
keanggotaan tim Pemeriksa mengalami perubahari;

d.     menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang a
diperiksa;

e.     mengembalikan Dokumen yang dipinjam dari wajib pajak; dan/atau         rty
f.      merahasiakan kepada pihak Iain yang tidak berhak segala sesuatu yang

diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka
Pemeriksaan.



Pasal 74

(1)    Dalam   melakukan   Pemeriksaan   untuk   tujuan   lain   dengan   jenis
Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa berwenang:
a.  melihat dan/atau meminjam Dokumen dengan tujuan Pemeriksaan;
b.   mengakses    dan/atau    mengunduh    data   yang    dikelola    secara

elektronik;
c.   memasuki  dan   memeriksa  tempat  atau  ruang,   barang  bergerak

dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan
untuk menyimpan  Dokumen yang menjadi  dasar pembukuan  atau
pencatatan,    dan/atau   barang   yang   berkaltan   dengan   tujuan
Pemeriksaan;

d.   meminta   keterangan   lisan   dan/atau   tertulis   dari   Wajib   Pajak;
dan/atau

e.   meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak Ketiga
yang  mempunyai  hubungan  dengan  Wajib  Pajak  yang  diperiksa
melalui Pejabat.

(2)    Dalaln   melakukan   Pemeriksaan   untuk   tuj.uar   lain   dengan   jenis
Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa berwenang:
a.   memeriksa dan/atau meminjam Dokumen yang berhubungan dengan

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, atau objek yang terutang
Pajak;

b.   meminta   keterangan   lisan   dan/atau   tertulis   dari   Wajib   Pajak;
dan/atau

c.   meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak Ketiga
yang  mempunyai  hubungan  dengan  Wajib  Pajak  yang  diperiksa
melalui Pejabat.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 75

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Wajib Pajak berhak:
a.     meminta   kepada   Pemeriksa  untuk   memperlihatkan   tanda   pengenal

Pemeriksa dan SP3D kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
b.     meminta  kepada  Pemeriksa  untuk  memberikan  Surat  Pemberitahuan

Pemeriksaan Lapangan, dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis
Pemeriksaan Lapangan;

c.     meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan
dan tujuan Pemeriksaan;

d.     meminta  kepada  Pemeriksa  untuk  memperlihatkan  surat  yang  berisi
perubahan  Tim  Pemeriksa  apabila  terdapat  perubahan  susunan  Tim

e.    ;:e=m:b=e:n:#ai£:aa5u::;ts::np%:::=eart::::1r¥:=an pemenksaan oleh A

Pasal 76

(1)    Dalam   pelaksanaan   Pemeriksaan   untuk   tujuan   lain   dengan  jenis
Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:
a.   memperlihatkan  dan  meminjamkan  Dokumen  yang  berhubungan

dengan tujuan Pemeriksaan;



b.   memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh Data
Elektronik;

c.   memberi    kesempatan    untuk    memasuki    tempat    atau    ruang
penyimpanan  Dokumen  dan/atau  barang  yang  berkaitan  dengan
tujuan   Pemeriksaan   serta   meminjamkannya   kepada   Pemeriksa;
dan/atau

d.   memberikan  keterangan  lisan  dan/atau  tertulis  serta  memberikan
data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.

(2)    Dalarn   pelaksanaan   Pemeriksaan   untuk   tujuan   lain   dengan  jenis
Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:
a.   memperlihatkan dan meminjamkan Dokumen lain yang berhubungan

dengan tujuan Pemeriksaan; dan/atau
b.   memberikan  keterangan  usan  dan/atau  tertulis  serta  memberikan

data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal 77

(1)    Pemeriksaari  untuk  tujuan  lain  dengan  jenis  Pemeriksaan  Lapangan
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan kalender yang
dihitung  sejak  tanggal  Surat  Pemberitahuan  Pemeriksaan  Lapangan
disampaikan kepada Wajib Pajak,  wakil,  rfuasa,  pegawai,  atau  anggota
keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal LHP.

(2)    Pemeriksaan   untuk   tujuan   lain   dengan  jenis   Pemeriksaan   Kantor
dilakukan dalam jangka waktu paling lama  14  (empat belas)  hari kerja
yang  dihitung  sejak  tanggal  Wajib  Pajak,  wakil,  kuasa,  pegawal,  atau
anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi
Surat  Panggilan  Dalam  Rangka  Pemeriksaan  Kantor  sampal  dengan
tanggal dalam LHP.

(3)    Dalam hal jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) atau ayat (2) berakhir, Pemeriksaan harus diselesaikan.

Bagian Keenam
Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah

dan Surat Perubahan Tim Pemeriksa

Pasal 78

( 1)    Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain dilakukan oleh pemeriksa yang
tergabung dalam suatu tim Pemeriksa berdasarkan SP3D.

(2)    a-E5b-;-:-boa;a-i-a---a-ii=-Saa-;-;-d-;--a-y:t--(IrdTt;`ri:tE=-u.ntuk satu atau 2f
beberapa Masa Pajak dalan suatu bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak  +
yang  sama  atau  untuk  satu  bagian  Tahun  Pajak  atau  Tahun  Pajak
terhadap satu Wajib Pajak.

(3)    Dalam hal susunan tim  Pemeriksa diubah,  Pejabat harus menerbitkan
perubahan SP3D.



Bagian Ketujuh
Pemberitahuan dan Panggilan Pemeriksaan,

dan Pertemuan dengan Wajib Pajak

Pasal 79

(1)    Dalam   hal  Pemeriksaan  untuk  tujuan  lain  dilakukan  dengan  jenis
Pemeriksaan Lapangan,  kewajiban  Pemeriksa memberitahukan kepada
Wajib  Pajak  mengenai  dilakukannya  Pemeriksaan  Lapangan  dengan
menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.

(2)    Dalam  hal  Pemeriksaan  untuk  tujuan  lain  dilakukan  dengan  jenis
Pemeriksaan   Kantor,   kewajiban   Pemeriksa   memberitahukan   kepada
Wajib   Pajak   mengenai   dilakukannya   Pemeriksaan   Kantor   dengan
menyampaikan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

(3)    Surat  Pemberitahuan  Pemeriksaan  Lapangan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat  (1)  atau  Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan  Kantor
sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diterbitkan  untuk  Masa  Pajak,
Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam
SP3D.

Pasal 80

(1)    Surat  Pemberitahuan  Pemeriksaan  Lapangan  sebagaimana  dimaksud
dalam pasal 79 ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib
Pajak  pada  saat  dimulainya  Pemeriksaan  Lapangan  atau  disampaikan
melalui pos atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

(2)    Dalam  hal  Surat  Pemberitahuan  Pemeriksaan  Lapangan  disampaikan
secara   langsung   dan   Wajib   Pajak   tidak   berada   di   tempat,   Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampalkan kepadar
a.   wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau
b.   pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu:

1.   pegawai dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa dapat mewakili
Wajib  Pajak,  dalam  hal  Pemeriksaan  dilakukan  terhadap Wajib
Pajak Badan; atau

2.   anggota  keluarga  yang  telah   dewasa  dari  Wajib   Pajak  yang
menurut   Pemeriksa   dapat   mewakili   Wajib   Pajak,   dalam   hal
Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi.

3.   pihak  selain  sebagaimana  dimaksud  angkal  dan  angka  2  yang
dapat mewakili Wajib Pajak.

(3)    Dalarn  hal  wakil  atau  kuasa  dari Wajib  Pajak  atau  pihak yang  dapat
mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
ditemui,   Surat   Pemberitahuan   Pemeriksaan   Lapangan   disampaikan
melalui`po-s-atin-ja;-;-i-e-i-aiii-:n-1==L-y-;--d-e-i-ga=iitii`p-en~ji-i=-i-+a`=-Z}-
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap telah disampaikan t`
dan Pemeriksaan Lapangan telah dimulai.

(4)    Surat   Panggilan   Dalam   Rangka   Pemeriksaan   Kantor   sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2)  dapat disampaikan melalui pos atau
jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.



Bagian Kedelapan
Peminjaman Dokumen

Pasal 81

(1)    Dokumen yang dipinjam harus disesuaikan dengan tujuan dan kriteria
Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.

(2)    Peminjaman     Dokumen     dilaksanakan     sesual     dengan     ketentuan
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 25.

Bagian Kesembilan
Penolakan Pemeriksaan

Pasal 82

(1)    Dalam hal wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak yang dilakukan
Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain menyatakan menolak untuk
dilakukan      Pemeriksaan     termasuk     menolak     menerima      Surat
Pemberitahuan  Pemeriksaan  Lapangan Wajib  Pajak,  wakil,  atau  kuasa
dari Wa].ib Pajak harus menandatangani surat penolakan Pemeriksaan.

(2)    Dalam  hal  Wajib  Pajak,  wakil  atau  kuasa  dari  Wajib  Pajak  menolak
menandatangani surat penolakan  Pemeriksaan  sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemeriksa membuat berita acara penolakan Pemeriksaan
yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 83

(1)    Dalam hal wajib pajak, wakil, atau kuasa dari wajib pajak yang dilakukan
Pemeriksaan Kantor untuk tujuan lain memenuhi Surat Panggilan Dalam
Rangka   Pemeriksaan   Kantor   namun   menyatakan   menolak   untuk
dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak, wakil, atau fuasa dari Wajib Pajak
harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.

(2)    alaln  hal  Wajib  Pajak,  wakil,  atau  kuasa  dari  Wajib  Pajak  menolak
menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1),  Pemeriksa  membuat  berita  acara  penolakan
Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 84

(1)    Berdasarkan surat pemyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara
penolakan Pemeriksaan sebagainana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal
83, Wajib Pajak diberi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah secara jabatan
dalaln  hal  Pemeriksaan  untuk  tujuan  lain  dilakukan  dalam  rangka
pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak.

(2)
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Bagian Kesepuluh
Penjelasan Wajib Pajak dan Permintaan

Keterangan kepada Pihak Ketiga

Pasal 85

(1)    Dalam  pelaksanaan  Pemeriksaan  untuk  tujuan  lain,  melalui  Pejabat,
Pemeriksa  juga   dapat   memanggil   Wajib   Pajak   untuk   memperoleh
penjelasan yang lebih rinci atau meminta keterangan dan/ atau bukti yang
berkaitan dengan Pemeriksaan kepada Pihak Ketiga.

(2)    Permintaan  keterangan  kepada Wajib  Pajak  atau  kepada  Pihak  Ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Penyampaian Kuesioner Pemeriksaan

Dan Pengembalian Dokumen

Pasal 86

(1)    Dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  dan  akuntabilitas  Pemeriksaan,
Pemeriksa  wajib  menyampaikan  Kuesioner  Pemeriksaan  kepada  Wajib
Paj ak yang diperiksa.

(2)    Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak, penyampaian Kuesioner
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat
pertemuan dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

(3)    Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan untuk
tujuan lain, penyampaian Kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) disampaikari pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan  Lapangan  atau  pada  saat Wajib  Pajak datang memenuhi
Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaari Kantor.

Pasal 87

Dokumen  yang  dipinjam  harus  dikembalikan  kepada  Wajib  Pajak  dengan
menggunakan bukti peminjaman dan pengembalian Dokumen paling lambat
7 (tujuh) hari ker].a sejak tanggal LHP.

Bagian Keduabelas
Ketentuan Lain terkait Pemeriksaan

Pasal 88

Pemeriksa tidak dapat dikenai sanksi dalaln hal Pemeriksaan yang dilakukan
telah  sesuai dengan  standar  Pemeriksaan,  serta dilaksanakan  berdasarkan
iktikad  balk dan  sesual  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
perpajakan daerah.

A

a/
*

`



Bagian Ketigabelas
Dokumen Pelaksanaan Pemeriksaan

Pasal 89

Dokumen  yang  harus  dilengkapi  dalam  pelaksanaan  pemeriksaan  Pajak
Daerah  sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  yang  merupakan  bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABV
KERJA SAMA PEMERIKSAAN

Pasal 90

( 1)    Bupati dapat melakukan kerja sama pemeriksaan dalam rangka menguji
kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  Pajak  dengan  instansi  pemungut
paj ak lainnya.

(2)    Kelja  sama  pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat
meliputi,
a.   pemeriksaan secara bersama-sama terhadap satu Wajib Pajak atas

kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak pusat dan daerah; atau
b.   pemeriksaan secara bersama-sama terhadap satu Wajib Pajak atas

kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak antar daerah.
(3)    Kelja   sama   pemeriksaan    sebagaimana   dimaksud   pada   ayat    (1)

dilaksariakan  berdasarkan  perianjian  kelja  sama  antara  Pemeritah
Daerah dengan instansi pemungut pajak lainnya.

(4)    Pelaksanaan pemeriksaan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

BAB VI
PENDANEN

Pasal 9 1

Perangkat   Daerah   yang   membidangi   urusan   pemerintahan   di   bidang
Pendapatan  Daerah  wajib  mengalokasikan  anggaran  dalam  penyusunan
perencanaan   dan   penganggaran   Anggaran   Pendapatan   Belanja   Daerah
Kabupaten Kubu Raya dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

RETENTBUA&Vp[:NUTup                                                  A

Pasal 92                                                           ®

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya
Nomor 62 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.



Pasal 93

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati  ini  dengan  penempatannya  dalam  Berita  Daerah  Kabupaten  Kubu
Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
padatanggal   19    Agusme   Boor

Diundangkan di Sungai Raya
pada t
SEKRET

YUSRA

al  . . . ee. . .to#Strs: . . ee?£
S DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

IZAM
BERITA DA

RAYA,

RAH KABupATEN KUBu RAyA TAHUN  ;.QpS.  NOMOR ..sa..



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR      91     TAHUN2025
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

A.      FORMAT TANDA PENGENAL PEMERIKSA

Nana
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan

adalah Pegawal Negeri Sipil di lingkungan
Badan   Pendapatan   Daerah   Kabupaten
Kubu  Raya yang  diberi  tugas  wewenang
dan tanggung jawab untuk melaksanakan
pemeriksaan   di   bidang   Pajak   Daerah.
berdasarkan Peraturan Daerah Kubu Raya
Nomor   13   Tahun   2023   Tentang   Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

Sungai Raya ,.....................
Kepala      Badan      Pendapatan      Daerah
Kabupaten Kubu Raya,



8.      FORMAT SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go. id

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH (SP3D)
Nomor

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Memerintahkan
Nama-nama tersebut dibawah ini

No. NAMA/NIP PANGRAT/COL JABATAN

Untuk melakukan pemeriksaan  di bidang peapajakan  sesuai dengan  Undang-  Undang
Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan
Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor  13 Tahun
2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terhadap Wajib Pajak:

Nana
NPWPD
Alamat
Masa & Tahun Pajak
Thjuan Pemeriksaan

Sungai  Raya ,..................

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

A

r2,
H
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C.   FORMAT SURAT TUGAS

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561 ) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go. id

SURAT TUGAS
Nomor

Dalam rangka melanjutkan pemeriksaan paj ak daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya menugaskan kepada Saudara :

No. NAMA/NIP PANGKAT/COL JABATAN KETERANGAN

menggantikan ;

No. NAMA/NIP PANGRAT /GOL JABATAN KEITERANGAN

Terhadap Wajib Pajak:
Nana
NPWPD
Alanat
Nomor & tanggal SP3D
Alasan mengganti

untuk melakukan pemeriksaan di bidang perpajakan sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten  Kubu  Raya  Nomor  13  Tahun  2023  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi
Daerah.

Sungal Raya ,................

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

Tembusan: Nalna Wajib



D.   FORMAT     SURAT     PEMBERITAHUAN     PEMERIKSAAN     PAJAK     DAERAH     DAN
PEMINLJAMAN DOKUMEN

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak

Daerah & Peminjaman Dokumen

Sungai  Raya ,...................

Kepada Yth. Peniilik
Lampiran          :  ..................

Sehubungan     dengan     Surat     Perintah     Pemeriksaan     Pajak    Daerah     Nomor: .......
tanggal ........., dengan ini diberitahukan bahwa :

No. NAMA/NIP PANGKAT/GOL JABATAN

Untuk melakukan pemeriksaan pajak daerah terhadap Saudara dibawah ini:

Nana
Obyek Paj ak
NPWPD
Alamat
Masa & Tahun Pajak
Tujuan Pemeriksaan

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta untuk meminjankan dokumen yang
menjadi  dasar  pembukuan  atau  pencatatan  serta  dokumen  lain  yang  berhubungan
dengan kegiatan usaha Saudara sebagalmana daftar terlampir.

Dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan tersebut diharapkan sudah kami terima
paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat ini Saudara terima. Untuk kelancaran jalannya
pemeriksaan , diminta agar Saudara memperlihatkan dan/ atau meminjamkan dokumen,
memberikan bantuan sepenuhnya, serta memberikan keterangan yang diperlukan.

Menolak  untuk  dilakukan  pemeriksaan  atau  tidak  membantu  kelancaran  jalannyarp I

E:=aeturirk=a=;ef±PaKtagikpeant:afu:=£:±yaseNSou:ord::8Tanah::t:%t2u3=enyt=8g:1;;:rDda:r=it
dan Retribusi Daerah.

Demikian   untuk menjadi perhatian Saudara dan atas kerjasamanya diucapkan terima
kasih.



Demikian   untuk menjadi perhatian Saudara dan atas keljasamanya diucapkan terima
kasih.

Diterima oleh

Jabatan
Tanggal
Tanda tangan / cap

SUPERVISOR

NIP.



E.   FORMAT   DAFTAR   DOKUMEN   YANG   WAJIB   DIPINJAMRAN   DALAM   RANGKA
PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561 ) 723443

Laman , bapenda.kuburayakab.go. id

DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIPINJAMKAN
DAIAM RANGKA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

NARAWP          :   ...NPWPD

ALA

NO. JENIS/NAMA DOKUMEN KETERANGAN

Catatan:
Daftar ini merupakan lampiran dari Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak Daerah dan
peminjaman Dokumen.

Sungai Raya ,.............

SUPERVISOR,

NIP.



F.    FORMAT BUKTI PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN DOKUMEN

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman,  bapenda.kuburayakab.go.id

BUKTI PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN DOKUMEN

Nama

NPWPD

Alanat

Nomor & tanggal SP3D

No Jenis/ Nama Dokumen Keterangan
Dipinjamkan Dikembalikan

lengkap/ tidak lengkap / tidak
lengkap 1engkap

Diterima oleh : Diserahkan oleh :

Tanggal:.................... Tan8gal:....................

NIP.

Diterima oleh : Dikembalikan oleh :

Tanggal:.................... Tan88al:....................NIP.
h
rz,.

H
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G.   FORMAT SURAT PERNYATAAN WAJIB PAJAK

SURAT PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nana
Pekerjaan /Jabatan
Alamat

Dalam hal ini bertindak selaku :

IWajibPajak;

Dari Wajib Pajak

Nana

NPWPD

Alamat

Wakil; Kuasa;

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Surat Perintah Pemeriksaan
Pajak Daerah :

Nana

Tanggal

telah menyerahkan semua data yang kami miliki atas perlnintaan peminjaman dokumen
oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan tidak ada lagi data yang belum diserahkan, serta
dokumen  yang  kami  serahkan  berupa  fotokopi  dan/atau  data  yang  dikelola  secara
elektronik atas dokumen yang dibuat sesuai dengan aslinya.

Demihian surat pemyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan
tanpa paksaan dari siapa pun, serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala
akibat hukum yang timbul dari pemyataan ini.

Yang membuat pernyataan,



H.     FORMAT SURAT PERINGATAN

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561 ) 722744,  Faksimile (0561 ) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor
Sifat
Lanpiran
Hal

Se8era

Peringatan.

Sungai Raya ,...............

Kepada Yth. Pemilik

Sebagai  pelaksanaan   pemeriksaan   berdasarkan   Surat   Perintah   Pemeriksaan   Pajak
Daerah   Nomor   :   ........... tanggal ............... Saudara  telah   diminta  untuk  meminjamkan
dokumen yang menjadi  dasar pembukuan  atau  pencatatan,  serta dokumen  lain  yang
berhubungan dengan kegratan usaha Saudara dengan surat pemberitahuan pemeriksaan
pajak daerah & peminjalnan dokumen kami Nomor :  ........... tanggal     namun        sampaj
dengan surat ini dibuat, Saudara :

sama sekali tidak meminj alnkan

meminjamkan sebagian

dokumen yang kami perlukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta agar segera menyerahkan dokumen
seperti dalam daftar terlampir paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak surat peringatan
ini disampaikan.
Perlu kami ingatkan bahwa terhadap Saudara dapat dilakukan penyegelan dan atau pajak
yang  terutang  dihitung  secara jabatan  apabila  Saudara  tidak  memenuhi  permintaan
pemin].anan dokumen tersebut di atas berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten
Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

SUPERVISOR,

NIP.

Diterima oleh

Jabatan
Tan88al
Tanda tangan/ cap

*) Coret yang tidak perlu.



I.     FORMAT    DAFTAR    DOKUMEN    YANG    BELUM    DIPINJAMKAN    DALAM    RANGKA
PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561 ) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

DAFTAR DOKUMEN YANG BELUM DIPINJAMKAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN
PAJAK DAERAH

NAMAWP               :     ............................................................................NPWPD

AA

NO. JENIS/NAMA DOKUMEN KRERANGAN

Catatan:
Daftar ini merupakan lampiran dari Surat Peringatan

Sungai Raya ,.............

SUPERVISOR,

NIP.



U.    FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN  SELURUH  PEMINJAMAN DOKUMEN ATAU
BERITA ACARA TIDAK DIPENUHINYA SELURUH PEMINJAMAN DOKUMEN

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go. id

BERITA ACARA PEMENUHAN SELURUH PEMINJAMAN DOKUMEN

BERITA ACARA TIDAK DIPENUHINYA PEMINLJAMAN DOKUMEN *)

Pada   hari   ini ......... tanggal ....... bulan ......... tahun ............ berdasarkan   Surat   Perintah
Pemeriksaan  Pajak Daerah  Nomor  :  ........... tanggal  ............,  maka kami yang tersebut
dibawah  ini  selaku Tim  Pemeriksa Pajak Daerah yang ditugaskan untuk melakukan
pemeriksaan terhadap Wajib Pajak:

Nana
NPWPD
Alamat

dengan ini menyatakan bahwa seluruh/sebagian  *)  dokumen sebagainana dimaksud
dalam Surat Permintaan Peminjaman Dokumen Nomor:    ............ telah dipenuhi/tidak
dipenuhi*) peminjaman oleh Wajib Pajak kepada Tim Pemeriksa Pajak Daerah.

Demikian Berita Acara Pemenuhan Seluruh Peminjaman Dokumen/Berita Acara Tidak
Dipenuhinya  Peminjaman  Dokumen  *)  ini  dibuat  dengan  sebenarnya  atas  kekuatan
sumpah  jabatan,  kemudian  ditutup  dan  ditandatangani  oleh  Tim  Pemeriksa  Pajak
Daerah.

Tim Pemeriksa Pajak Daerah:
Supervisor,

Mengetahui:
Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

NIP.

Ketua Tim,

NIP.

An88Ota,

NIP.



K.   FORMAT SURAT PERNYATAAN PENOIAKAN PEMERIKSAAN

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nana
Pekerjaan / Jabatan
Alanat

Dalaln hal ini bertindak selaku :

IWajibPajak;

Dari Wajib Pajak

Nana

NPWPD

Alanat

Waffl; Kuasa;

Suhubungan  dengan  pemeriksaan  oleh  Tim  Pemeriksa  Pajak  dari  Badan  Pendapatan
Daerah Kabupaten Kubu Raya:

No. NAMA/NIP PANGKAT/GOL JABATAN

Berd asarkan         Surat         Perintah         Pemerik saan         Paj ak         D aerah         N omor
: .......... tanggal ........... dengan   ini   menyatakan   menolak   pemeriksaan   dengan   alasan

Demikian surat Pemyataan Penolakan Pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani dengan
penuh  kesadaran  dan  tanpa  paksaan  dari  siapa  pun,   serta  kami  bersedia  untuk
bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini termasuk
perhitungan pajak yang terutang berikut pengenaan  sariksinya yang ditetapkan  secara
jabatan.

Yang membuat pemyataan,



L.    FORMAT      SURAT      PERNYATAAN      PENOLAKAN      MEMBANTU       KELANCARAN
PEMERIKSRAN

SURAT pERI\rvATAAN PENOLAKAN
MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama
Pekeljaan / Jabatan
Alamat

Dalam. hal ini bertindak selaku

Nana
NPWPD
Alanat

dari wajib pajak :

Sehubungan  dengan  pemeriksaan  oleh  Tim  Pemeriksa  Pajak  dari  Badan  Pendapatan
Daerah Daerah Kabupaten Kubu Raya:

No. NAMA/NIP PANGRAT /COL JABATAN

b erdasarkan         Surat         Perintah         Pemeriks aan         Paj ak         Daerah         Nomor
: .......... tanggal ........... dengan      ini      menyatakan      menolak      membantu      kelancaran
pemeriksaan dengan alasan

Demikian surat Pemyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan ini dibuat dan
ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapa pun, serta kami
bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pemyataan
ini  terlnasuk  perhitungan  pajak  yang  terutang  berikut  pengenaan  sanksinya  yang
diterapkan secara jabatan.

Yang membuat pernyataan,



M.   FORMAT   BERITA   ACARA   PENOLAKAN    PEMERIKSAAN   ATAU    BERITA   ACARA
PENOLAKAN PEMBRIKSAAN MEMBANTU KELANCARAN PEMERIKSAAN

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561 ) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN
BERITA ACARA PENOLAKAN MEMBANTU KELANCARAN  PEMERIKSAAN  *)

Pada    hari    ini ......... tanggal ....... bulan ......... tahun ............ berdasarkan    Surat    Perintah
Pemeriksaan   Pajak   Daerah   Nomor   : ........... tanggal .........,   maka   kami   yang   tersebut
dibawah  ini  selaku  Tim  Pemeriksa  Pajak  Daerah  yang  ditugaskan  untuk  melakutan
pemeriksaan terhadap Wajib Pajak:

Nana
NPWPD
Alamat

yang sehubungan dengan Pemeriksaan tersebut, Wajib Pajak/FThak Ketiga*)  yang dalam
hal ini diwaldii:

Nana
Jabatan
Alamat

Telah menolak menandatangani Surat Pemyataan Penolakan Pemeriksaan / Surat
Pemyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan *).

Demikian  Berita  Acara  Penolakan  Pemeriksaan/Berita  Acara  Penolakan  Membantu
Kelancaran Pemeriksaan*) ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah j abatan ,
kemudian ditutup dan ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak Daerah.

Tim Pemeriksa Pajak Daerah:
Supervisor,

Mengetahui:
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

NIP.

Ketua Tim,

NIP.

An88Ota'

NIP.



N.   FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM  RANGKA PEMERIKSAAN

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Se8era

Panggilan dalam rangka pemeriksaan

Sungai Raya ,...............

Kepada Yth, Pemilik

Sehubungan      dengan      Surat      Perintah      Pemeriksaan      Pajak      Daerah
Nomor: ................. tanggal ........., bersama ini diberitahukan bahwa:

No. NAMA/NIP PANGKAT/COL JABATAN

Diperintahkan  untuk  melakukan  pemeriksaan  di  bidang  perpajakan  daerah
terhadap usaha Saudara dibawah ini :

Nana
Objek Pajak
NPWPD
Alamat
Masa & Tahun Pajak
Thjuan Pemeriksaan

Untuk  kelancaran jalannya  pemeriksaan,  diharapkan  kedatangan  Saudara  ke  kantor
kami  dengan  membawa  dokumen  pendukung  sebagaimana  terlampir,   memberikan
bantuan sepenuhnya, serta memberikan keterangan yang diperlukan pada :

Hari/Tanggal
Waktu
Tempat

Menolak  untuk  dilakukan  pemeriksaan  atau  tidak  membantu  kelancaran  jalannya
pemeriksaan,  dapat  dikenakan  sanksi  sesual  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalarn
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor  13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor ........ Tahun ........ Tentang
Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan atas keljasalnanya diucapkan terima
kasih.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



0.   FORMAT    DAFTAR    DOKUMEN    YANG   WAJIB    DIPINJAMKAN    DAIAM    RANGKA
PANGGILAN PBMERIKSAAN

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman,  bapenda.kuburayakab.go. id

DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIPINJAMKAN
DALAM RANGKA PANGGILAN PEMERIKSAAN

NANA WP         .
NPWPD
AIAMAT

NO. JENIS/NAMA DOKUMEN KETERANGAN

Catatan:
Daftar ini merupakan lampiran dari Surat panggilan dalam rangka pemeriksaan.

Sungal Raya ,.............

SUPERVISOR,

NIP.



P.    F`ORMAT BERITA ACARA PANGGILAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561 ) 722744,  Faksimile (0561 ) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go. id

BERITA  ACARA  PANGGILAN  DALAM RANGKA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ......... tanggal ....... bulan ......... tahun ....... bertempat di ............, kami Tim
Pemeriksa Pajak Daerah dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya:

No. NAMA/NIP PANGKAT/COL JABATAN

B erdasarkan             Surat             Perin tah             Pemeriksaan             Paj ak            D aerah
Nomor: ................. tanggal ......... telah   meminta  keterangan          sesuai      dengan      Surat
Panggilan dalam rangka pemeriksaan Nomor : .............. tanggal kepada:

Nama
Pekerjaan / Jabatan
Alanat

dalam hal ini bertindak selaku :

IWajibPajal{;

dari Wajib Pajak

Nama
NPWPD
Alanat

Wakil; Kuasa;

Dengari keterangan/penjelasan sebagai berikut:
a.  Keterangan/penjelasan yang diminta Pemeriksa Pajak Daerah ...............
b.  Keterangan/penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak ...................

Demikian   Berita  Acara   Panggilan   Dalam   Rangka   Pemeriksaan   ini   dibuat   dengan
sebenarnya dan ditandatangani oleh:

Tim Pemeriksa Pajak Daerah:
Supervisor,

NIP.



Mengetahui:
Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kubu
Raya,

NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

Ketua Tim,

NIP.

An88Ota'

NIP.



Q.   FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561 ) 722744,  Faksimile (0561 ) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go. id

Nana
Sifat
Lanpiran
Hal

Sangat Segera

: Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

Sungai Raya ,...............

Kepada Yth , Pemilik

S ehubungan        dengan         Surat        Perintah         Pemeri ksaan         Paj ak        D aerah
Nomor: ........ tanggal .........,   bersama  ini   disampaikan   hasil   Pemeriksaan   sebagaimana
terlalnpir. Saudara dapat memberikan tanggapan tertulis dalam jangka waktu paling lama
5 (lima) hari sejak diterimanya surat ini, dalam bentuk:

a. Lembar  Pernyataan  Persetujuan  Hasil  Pemeriksaan,  dalam  hal  Saudara menyetujui
seluruh basil pemeriksaan; atau

b. Surat sanggahan yang disertai dengan alasan yang mendukung sanggaban, dalarn hal
Saudara tidak menyetujui sebagian atau selurub basil pemeriksaan.

Mengingat  basil  pemeriksaan  tersebut  berkaitan  dengan  kewajiban  pajak yang  harus
Saudara penuhi, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat
ini Saudara diberi kesempatan untuk hadir dalarn rangka melakukan pembahasan akhir
basil pemeriksaan.

Apabila Saudara tidak memberikan tanggapan tertulis atas hasil pemeriksaan dan tidak
hadir dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka walrfu tersebut,
maka hasil pemeriksaan  dianggap  telah  Saudara setujui  dan  pembahasan  akhir hasil
pemeriksaan dianggap telah dilaksanakan serta kewaj.iban pajak Saudara akan dihitung
sesuai hasil pemeriksaan tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan keljasama Saudara diucapkan terima kasih.

SUPERVISOR,

NIP.

Diterima oleh

Jabatan
Tan88al
Tanda tangan / cap



R.   FORMAT IKHTISAR PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561 ) 723443

Laman, bapenda. kuburayakab.go.id

Nana

Pekeljaan / Jabatan

Alanat

Ikhtisar Pembahasan Hasil Pemeriksaan

No Uraian Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

•umlah Orrrse±Perbulan

Pajak Merl,u"±PeTneri:ksa

Pajak Merun)1WP(SSPD)

Koreksi  Pok;ok  Pajak'urcmgBauaT

yam. cz disetuiui  Vlap
remttczri yangIfiba±alkan

Hasil  teTrtuan PokokPaiak:YMHD

Bula.nKeteriou:in,ba,±an
Derida 1%
Derida Keterlct:mbcitan
Derida Kenal.ham'umlahYrmD

Tim Pemeriksa Pajak Daerah:
Supervisor,

Mengetahui :
Kepala Badan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

NIP.

Ketua Tim,

NIP.

An88Ota,

NIP.

A

~.

i



S.    FORMAT DAFTAR TEMUAN PEMERIKSAAN

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

DAFTAR TEMUAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH
MASA DAN TAHUN PAJAK.

NO POS-POS DIKOREKSI JUMLAH DASARDILAKUKANKOREKSI

URUT KOREKSI (Rp)

Tim Pemeriksa Pajak Daerah:
Supervisor,

Mengetahui :
Kepala Badan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

NIP.

Ketua Tim,

NIP.

An88Ota,

NIP.

A-.
a

`



T.    FORMAT LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN HASIL PEMERIKSAAN

LEMBAR PERNYATAAN
PERSETUJUAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

Suhubungan    dengan    Surat    Pemberitahuan    Hasil    Pemeriksaan    Pajak    Daerah
Nomor: ........... tanggal ............, dengan ini saya :

Nana
Pekeljaan / Jabatan
Alamat

dalam hal ini bertindak selaku :

IWajibPajak;

dari Wajib Pajak

Nana

NPWPD

Alanat

Wakil; Kuasa;

Dengan ini menyatakan menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan dan sanggup membayar
pokok pajak terutang berikut sanksinya sesual Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaari
yang kami terima.

Demihian Lembar Pemyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah ini dibuat dan
ditandatangani serta tanpa paksaan dari siapa pun .

Yang membuat pemyataan , I
iiz

n

(



U.   FORMAT RISALAH  PEMBAHASAN

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561 ) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go. id

RISALAH PEMBAHASAN

SP3D Nomor
Nana Wajib Pajak
NPWPD
Alanat
Masa Pajak dan
Tahun Pajak

Pokok Masalah Koreksi :

tan88al.....................

Dasar Koreksi Pemeriksaan Pajak berdasarkan SPHP :

Tanggapan Wajib Pajak dalam Pembahasan Hasil Pemeriksaan :

Pendapat Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Hasil Pemeriksaan :

Pendapat Wajib Pajak dalam Pembahasan Hasil Pemeriksaan :

No
Pos-PosYangDikoreksi Jumlah Dasar Tanggapan Hasil Pembahasan

Kesimpulan
Koreksi Koreksi WP

PendapatPemeriksa PendapatWP

Tim Pemeriksa Pajak Daerah:
Supervisor,

Wajib Pajak/Wakil/ Kuasa,

NIP.

Ketua Tim,

NIP.

An88Ota,

NIP.

A

iizl'tr

/



V.   FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN  AKHIR HASIL PEMERIKSAAN

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman,  bapenda.kuburayakab.go. id

BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN

Pada hari ini ............. tanggal ...... bulan ............... tahun bertempat di ................, kami Tim
Pemeriksa Pajak Daerah dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya:

No. NAMA  NIP PANGRAT/COL JABATAN

Berdasarkan         Surat         Perintah         Pemeriksaan         Paj ak        D aerah         N omor
: ................. tanggal ............ telah  melakukan  pemeriksaan  Pajak  Daerah  terhadap  Wajib
Pajak :

Nana
NPWPD

dan telah memberitahukan hasil pemeriksaan serta melakukan pembahasan akhir hasil
pemeriksaan dengan :

IWajibPajak;

Nana
Pekeljaan/Jabatan
Alanat

Hward];              HKuasa;

Berupa pos-pos sebagaimana tersebut dalam Risalah Pembahasan terlampir.  Demikian
Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan  sebenamya dan
ditandatangani oleh :

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)

Mengetahui:
Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

Tim Pemeriksa Pajak Daerah:
Supervisor,

NIP.
Ketua Tim,

NIP.
An88Ota,

NIP.



W.  FORMAT   BERITA   ACARA   KETIDAKHADIRAN   WAJIB    PAJAK   DALAM    RANGKA
PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA
PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN

Pada               hari               ini ................ tanggal .............. bulan ................. tahun ............ tempat,
berdasarkan surat perintah pemeriksaan pajak Daerah Nomor ............ tanggal ................,
kani:

No. NAMA/NIP PANGKAT/COL JABATAN

yang ditugaskan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak:

Nana
NPWPD
Alamat
Masa & Tahun Pajak •.-.............sld....................

telah  memberikan  kesempatan  kepada  Wajib  Pajak  untuk  menyampaikan  tanggapan
tertulis  dan  hadir  dalam  rangka pembahasan  akhir  hasil  pemeriksaan  sesual  dengan
Surat  Pemberitahuan  Hasil  Pemeriksaan  nomor  ............. tanggal ..........,  namun  Wajib
Pajak tidak hadir dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Demikian  Serita Acara Ketidakhadiran Wajib  Pajak ini dibuat dengan  sebenamya atas
kekuatan  sumpah jabatan,  kemudian  ditutup  dan  ditandatangani  oleh  tim  Pemeriksa
Pajak Daerah.

Mengetahui:
Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

Tim Pemeriksa Pajak Daerah:
Supervisor,

NIP.

Ketua Tim,

NIP.

An88Ota,

Nip.



X.   FORMAT FORMULIR SEGEL

Bentuk dan ukuran
Wama kertas
Kata "DISEGEL"
Tulisan lain dan garis tepi
Logo Kabupaten Kubu Raya

Jenis Segel

Kode Segel

FORMULIR SEGEL

Memanjang ukuran 30 x 10 cm.
Futih
Berwarna merah
Berwana hitam/biru tua
Membayang         dengan wama tipis ukuran  besarnya
disesuikan dengan ukuran kertas

Stiker dengan perforasi, dengan maksud apabila kertas
segel   telah   ditempel   pada   tempat/ruangan   yang
disegel,     pada     waktu     dibuka     segelnya     akan
rusal[/robek
Pengkodean Formulir Segel diisi oleh Pemeriksa Pajak



Y.    FORMAT BERITA ACARA PENYBGELAN

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561 ) 722744,  Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

BERITA ACARA PENYEGELAN

Pada hari ini ......... tanggal ....... bulan ......... tahun ..............,  kami:

No. NAMA/NIP PANGRAT/GOL JABATAN

Pemeriksa Pajak Daerah pada ................... berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
Daerah Nomor : .......... tanggal ............... dalam rangka pemeriksaan di bidang perpajakan
daerah  berdasarkan  Pasal  73  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2023  tentang
Ketentuan  Umum Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah  dan  Pasal  .....  Peraturan  Bupati
Kubu Raya Nomor ...... Tahun  ......  tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah, telah
melakukan  penyegelan  tempat  atau  ruangan,  barang  bergerak  atau  tidak  bergerak
be-pa:

No Tempat/ Ruang atau Barang
1.

2.
3.

Yang dimiliki dan/atau dikuasal oleh:

Nama
NPWPD
Alamat

yang diduga atau patut diduga digunakan  sebagai tempat atau alat untuk menyimpan
dokumen-dokumen,  termasuk  hasil  pengolahan  data  dari  pembukuan  yang  dikelola
secara elektronik atau  secara program aplikasi  onzfne yang berkaitan dengan kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak.

Demikian Berita Acara Peyegelan  ini  dibuat  dengan  sebenamya sesuai  dengan sumpah
jabatan.

Pemeriksa,

Saksi-saksi:

No. Nana Tandatangan Catatan

1.

2.

NIP.



Z.    FORMAT BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL

PEMERINTAH  KABUPATEN  KUBU  RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Supadio, Telepon (0561 ) 722744,  Faksimile (0561 ) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL

Pada hari ini ......... tanggal ....... bulan ......... tahun ............, kami  :

No. NANA/NIP PANGKAT/COL JABATAN

Pemeriksa  Pajak  Daerah  pada ....................... berdasarkan  Surat  Perintah  Pemeriksaan
Pajak  Daerah  Nomor  : .......... tanggal ................... dalam  rangka  pemeriksaan  di  bidang

perpajakan daerah berdasarkan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal ..... Peraturan
Bupati Kubu Raya Nomor ...... Tahun ........ tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah,
telah melakukan penyegelan tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak
berupa:

No Tempat/ Ruang atau Barang
i.

2.

3.

Yang dimiliki dan/atau dikuasal oleh:
Nana
NPWPD
Alamat

yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat menyimpan dokumen-
dokumen,   termasuk  hasil  pengolahan   data  dari   pembukuan  yang  dikelola   secara
elektronik atau secara program aplikasi onz{ne yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau
pekeriaan bebas Wajib Pajak.



Demikian Berita Acara Pembukaan  Segel ini dibuat dengari  sebenarnya sesuai dengan
sumpahjabatan.

Pemeriksa,

NIP.

IIEmRli"REmmREu
BUPATI KUBU RAYA,

Saksi-saksi:

No. Nana Tandatan8an Catatan

1.

2.

Diundangkan di Sungai Raya
pada t
SEKRET

YUSRA

al  . .P. . . A.9y.€}y.9. . .9g.a.a

IS DAERAII KABUPATEN KUBU RAYA

IZAM
BERITA DA RAH KABupATEN KUBu RAyA TAHUN ee9£ NOMOR ...?1.


